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 Kredit pemilikan rumah (KPR) merupakan suatu alternatif bagi masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal berupa rumah. KPR hadir ditengah 
masyarakat dengan berbagai pilihan skema dalam transaksinya. Skema pertama 
adalah pembiayaan KPR yang ditawarkan oleh bank syariah, salah satu bank 
syariah yang menawarkan produk tersebut adalah PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. Cabang Makassar. Skema kedua adalah pembiayaan KPR di developer 
properti syariah, skema ini berbeda dengan skema pembiayaan di perbankan pada 
umumnya, pembiayaan properti pada developer properti syariah masih relatif baru 
dalam bidang KPR. Kedua model pembiayaan properti ini dapat dijadikan sebagai 
alternatif dalam mencari solusi kebutuhan tempat tinggal (rumah). Hal inilah yang 
membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait prosedur pelaksanaan pembiayaan 
properti yang ada pada developer properti syariah dan PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Cabang Makassar. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. 
Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa properti syariah dan PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar. Informan dalam penelitian ini adalah 
beberapa properti syariah, user (pembeli) di properti syariah, karyawan PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar dan nasabah KPR IB Muamalat. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini bahwa pembiayaan properti antara developer 
properti syariah dengan KPR IB Muamalat memiliki prosedur pelaksanaan yang 
berbeda didalam penerapannya yakni pada persyaratan permohonan pembiayaan 
KPR, analisa pembiayaan, akad yang digunakan serta kelebihan dan kekurangan 
dari masing-masing model pembiayaan properti ini.  Developer properti syariah dan 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar memiliki pernanan masing-
masing dalam memberikan penawaran terkait pembiayaan KPR, hal tersebut 
tentunya dapat memberi pilihan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
tempat tinggal yang sesuai dengan keinginginannya.  






A. Latar Belakang 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tanpa bank hadir ditengah masyarakat 
dikarenakan kebutuhan masyarakat dalam memiliki rumah tidak diimbangi dengan 
adanya peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan harga tanah dan 
harga bahan bangunan yang setiap saat mengalami kenaikan dan tidak sesuai 
dengan rata-rata pendapatan yang diperoleh membuat seseorang sulit untuk 
mendirikan atau memiliki sebuah rumah. KPR Syariah tanpa bank muncul sebagai 
alternatif yang relatif baru bagi calon pembeli rumah. KPR Syariah tanpa bank pada 
dasarnya kredit dimana para pembeli rumah tidak menggunakan bank dalam 
praktiknya sehingga pembeli rumah tidak menggunakan bank dalam transaksinya. 
KPR Syariah tanpa bank dipercayai dapat lebih memudahkan konsumen karena 
konsumen tidak diharuskan untuk berurusan dengan hal administratif yang sering 
kali membebani.  
KPR Syariah dianggap memiliki fleksibilitas tinggi karena memiliki 
berbagai fitur penawaran menarik kepada calon pembeli.1 Hal ini juga terjadi di 
beberapa developer properti Syariah di kota Makassar dan Gowa seperti Ahfa 
residence, CV. Idme properti Syariah, Saudagar agency properti Syariah Makassar 
dan Ar-Rayyan agency properti Syariah yang memberikan beberapa fitur 
 
1Egi Arvian Firmansyah dan Deru R Indika, “Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa 




penawaran diantaranya tanpa riba, tanpa denda, tanpa barang jaminan, tanpa sita, 
tanpa BI Checking dan tanpa akad bathil. Jika perkembangan KPR properti Syariah 
ini semakin luas maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penurunan 
omzet KPR perbankan Syariah.  
Kehadiran developer properti Syariah ini ternyata tidak hanya memberikan 
fitur penawaran yang menarik bagi konsumen tetapi juga terdapat beberapa 
keraguan yang muncul karena bidang ini masih relatif baru dikalangan masyarakat 
dan masih minimnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Meskipun properti 
Syariah tanpa bank ini dianggap memiliki fleksibilitas yang tinggi tetapi hal ini juga 
dapat menimbulkan beberapa keraguan diantaranya, tidak adanya asuransi yang 
menjamin asset pembeli (user) maupun sertifikat tanah yang seringkali belum 
memiliki kejelasan secara hukum yang dapat menjamin asset calon pemilik rumah. 
Tentunya hal-hal tersebut bias saja terjadi kapanpun dan dimanapun jika calon 
pembeli rumah tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi. Meskipun transaksi 
tersebut mampu memberikan kemudahan dan menawarkan pembiayaan berbasis 
Syariah tetapi konsumen juga harus teliti dalam memilih karena perkembangan 
transaksi Syariah semakin luas dan mulai diminati masyarakat tetapi hal tersebut 
juga seringkali dijadikan alasan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan 
Syariah untuk mengambil keuntungan dan dapat merugikan salah satu pihak.  
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah salah satu bank Syariah terbesar 
di Indonesia yang memiliki produk pembiayaan kepemilikan rumah yang disebut 
dengan KPR IB Muamalat. KPR IB Muamalat merupakan produk pembiayaan yang 





apartemen, condotel serta renovasi dan pengembangan termasuk pengalihan (take 
over) KPR dari bank lain dengan jual beli atau kerjasama. Produk KPR IB 
Muamalat ini mempunyai tujuan dan manfaat yang menguntungkan bagi nasabah 
karena produk ini digunakan untuk pembelian properti yang ready stock maupun 
indent. Hal tersebut tentunya memberikan manfaat bagi nasabah karena dapat 
memiliki rumah sebagai tempat hunian sekaligus peningkatan asset dan dapat 
membayar angsuran secara pasti sesuai prinsip Syariah.2 
KPR IB Muamalat juga menawarkan beberapa keuntungan yang akan 
didapatkan oleh nasabah diantaranya, akad yang sesuai dengan prinsip Syariah, 
angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai dengan akad murabahah, uang 
muka yang ringan mulai dari 10%, plafond pembiayaan lebih besar dan jangka 
waktu pembayaran maksimal 15 tahun.3 Hal ini tentunya menunjukkan bahwa 
perbankan Syariah hadir sebagai transaksi yang menjamin kemaslahatan bagi siapa 
saja yang bertransaksi karena produk akad yang ditawarkan dapat memberikan 
manfaat dan tidak membuat salah satu pihak merasa dirugikan.  
KPR IB muamalat dan developer properti syariah merupakan pembiayaan 
dalam bidang properti yang masing-masing memberikan berbagai penawaran untuk 
menarik minat calon pembeli rumah dengan menerapkan prinsip jual beli yang 
sesuai dengan syariah. Selain itu, KPR IB muamalat maupun developer properti 
 
2Putri Kamilatur Rohmi, “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada 
Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang”,  Jurnal Iqtishoduna Vol. 5 No. 1 
(2015), h. 30.   
3PT. Bank Muamalat Tbk.   
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syariah harus benar-benar menjalankan prinsip syariah di dalam transaksinya. 
Sebagaimana Allah telah berfirman dalam: 
Q.S Al-Ma’idah ayat 1 : 
                              
                     
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya”4 
Allah Swt memanggil orang-orang yang beriman dengan sifat iman sebagai 
suatu dorongan untuk mereka agar menunaikan perintah yang dibebankan, wahai 
orang yang memiliki sifat iman dan yang meninggalkan seuan-seruan setan, 
penuhilah janji-janji dengan sesama seperti akad jual beli, muamalat, pernikahan, 
dan lainnya. Berdasarkan sabda rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh hakim dari 
Anas dan Aisyah, “orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka”. 
Wajib hukumnya memenuhi perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang telah 
disepakati selama tidak bersebrangan dengan perintah-perintah syariat. Semua 
ikatan dengan perkataan yang sesuai dengan kebenaran dan syariat juga termasuk 
dalam pengertian perjanjian.5 
 
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 
2012), h. 84.  





Pembiayaan KPR IB muamalat maupun developer properti syariah 
keduanya harus benar-benar memenuhi akad-akad yang telah disepakati tanpa harus 
merugikan ataupun melanggar perjanjian tersebut. Ekonomi Islam merupakan 
ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya lebih banyak ditunjukkan dalam bentuk 
kerjasama dari pada kompetisi (persaingan).6 Kerjasama merupakan tema umum 
dalam organisasi sosial Islam. individualisme dan kepedulian sosial begitu erat 
terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling 
tepat dalam memberikan harapan bagi seseorang dalam meningkatkan 
produktivitas untuk mendapat ridha Allah swt. Hal itulah yang mendorong 
kehadiran ekonomi Islam ditengah masyarakat sebagai sistem ekonomi yang dapat 
memberikan kemaslahatan terhadap sesama. 
Ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan dalam bermu’amalah, 
salah satunya adalah jual beli. Jual beli merupakan pertukaran antara suatu 
komoditas dengan uang atau antara komoditas dengan komoditas yang lain.7 Jual 
beli dilakukan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang yang 
diperjualbelikan adalah barang-barang yang mempunyai nilai guna masing-masing 
untuk melengkapi hidup seseorang misalnya bahan makanan, pakaian maupun 
rumah serta barang kebutuhan lainnya. 
Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia sebagai 
tempat tinggal, berlindung dan beristirahat dalam menjalani kehidupannya. Dalam 
memenuhi kebutuhannya, manusia harus bekerja keras untuk dapat melangsungkan 
 
6Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (RajaGrafindo Persada, 2007), h. 189.  
7Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 185.   
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hidupnya, salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi yakni tempat tinggal. 
Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang harus cermat dalam memilih apapun 
yang hendak dibeli sehingga seluruh pendapatannya mampu dialokasikan dengan 
baik dan dapat memenuhi segala kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan 
tempat tinggal, seseorang cenderung memenuhi hal tersebut secara kredit atau 
mencicil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) hadir sebagai solusi untuk mewujudkan masyarakat yang ingin memiliki 
sebuah rumah tanpa harus membayar secara tunai. 
Semakin beragamnya penawaran pembiayaan kepemilikan rumah, produk 
yang ditawarkan oleh para developer properti syariah maupun bank syariah 
terutama dalam hal ini bank muamalat masing-masing menawarkan pembiayaan 
dengan menggunakan prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah. Dalam memilih 
pembiayaan properti tentunya seseorang harus cermat dalam memilih pembiayaan 
yang terbaik dan menjamin keamanan di dalam transaksinya, karena selain melihat 
dari beberapa fitur penawarannya tentunya calon pembeli rumah juga 
membutuhkan keamanan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Berdasarkan 
penjelasan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk menelit dan mengkaji 
hal tersebut secara mendalam dengan judul penelitian “Alternatif Pembiayaan 
Properti antara Developer Properti Syariah dengan KPR IB Muamalat (Studi 
Komparatif KPR PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar 







B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 
perhatian dalam penelitian, fokus penelitian memberikan kemudahan bagi 
penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk membuat keputusan agar 
membuang atau menyimpan informasi yang diperoleh. Fokus pada penelitian ini 
adalah alternatif pembiayaan properti antara developer properti syariah dengan 
KPR IB muamalat. 
2. Deskripsi Fokus 
Penelitian ini berorientasi pada pembiayaan properti yang merupakan 
pembiayaan yang menerapkan prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah. 
Pembiayaan properti ini ditawarkan oleh Developer Properti Syariah dan Bank 
Muamalat Tbk. Cabang Makassar dan beberapa properti syariah.  
Deskripsi fokus dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam 
memahami atau menafsirkan fokus penelitian. Adapun deskripsi fokus dalam 
penelitian ini adalah alternatif pembiayaan properti yang ditawarkan oleh developer 
properti syariah dan bank muamalat yang masing-masing menawarkan prinsip jual 
beli yang sesuai dengan syariah. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat suatu 
permasalahan pokok untuk dijadikan kajian utama dalam penelitian yaitu, 
Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan properti antara developer properti 
syariah dengan KPR IB Muamalat? 
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D. Kajian Pustaka 
Jurnal Muhammad Rizki Hidayah, dkk, dengan judul Analisis Implementasi 
Akad Istishna Pembiayaan Rumah studi kasus developer properti syariah Bogor dan 
hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam prakteknya Abbi Garden 
adalah suatu unit usaha yang bergerak di bidang penjualan rumah (developer) yang 
sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akan istishna. Dalam 
mengimplementasikan pembiayaan rumah, Abbi Garden tidak menerapkan suku 
bunga atau riba, tidak ada denda, tidak ada sita dan tidak menjamin barang yang 
bukan milik pembeli. Adapun angunan (jaminan) berupa barang berharga atau surat 
berharga seperti surat tanah (bukan surat tanah dan rumah yang sedang diangsur 
pada Abbi Garden) yang di tukar dengan surat berharga lain, jika tidak ada angunan 
maka surat tanah dan bangunan tersebut yang sedang diangsur dititipkan ke notaris 
sebagai antisipasi ketika nasabah melakukan pembayaran bermasalah atau gagal 
membayar.8 
Jurnal Egi Arvian Firmansyah dan Deru R Indika, dengan judul Kredit 
Pemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank studi di Jawa Barat dan dari hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa praktik KPR syariah tanpa bank merupakan 
alternatif yang dapat dipilih masyarakat yang hendak membeli rumah dan 
mementingkan aspek kepatuhan pada syariah. Mayoritas responden yang masuk ke 
dalam kategori ini adalah para keluarga muda berpenghasilan menengah ke atas dan 
memiliki latar pendidikan yang baik. Mereka beranggapan bahwa praktik KPR di 
 
8Muhammad Rizki Hidayah, dkk, “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan 





bank syariah masih tergolong riba sehingga praktik KPR syariah tanpa bank adalah 
solusi agar terhindar dari riba.9  
Jurnal Helmi Haris, dengan judul Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah 
Inovasi Pembiayaan Perbankan Syari’ah) dan dari hasil penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa keberagaman serta perbedaan penggunaan skim fiqh dalam 
pembiayaan pemilikan rumah oleh bank syariah di Indonesia memiliki nilai negatif 
dan positif. Nilai negatifnya adalah memunculkan kesan bahwa tidak ada suatu 
otoritas khusus yang menangani oprasional perbankan syariah di Indonesia 
sehingga muncul berbagai variasi produk pembiayaan kepemilikan rumah. Segi 
positifnya adalah dengan berbagai macam variasi pembiayaan kepemilikan rumah 
yang ditawarkan oleh bank-bank syari’ah berarti calon nasbah mempunyai berbagai 
alternatif pilihan untuk memiliki rumah dengan cara yang sesuai dengan 
keinginannya.10  
Jurnal Sapi’I dan Agus Setiawan, dengan judul pemilihan pembiayaan KPR 
dengan akad Murabahah (studi kasus di Bank Muamalat Tbk. Cabang pembantu 
Samarinda Seberang) dan dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan KPR iB 
Muamalat yaitu KPR sebagai fasilitas pinjaman yang disediakan bank-bank untuk 
membiayai pembelian rumah yang siap huni yang sesuai syariat Islam. Adapun 
akad yang digunakan dalam mekanisme pembiayaan KPR Muamalat iB yaitu akad 
murabahah. KPR iB Muamalat dengan operasionalnya menetapkan biaya 
 
9Egi Arvian Firmansyah dan Deru R Indika, “Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa 
Bank: Studi di Jawa Barat), Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Vol. 10 No. 3 (2017), h. 229.   
10Helmi Haris, “Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan Perbankan 
Syariah)”, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 (2007), h. 124.   
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administrasi dan jasa simpanan yang berbeda dengan KPR konvensional yang 
dalam oprasionalnya menetapkan sistem bunga melainkan bagi hasil. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut, faktor-faktor 
yang mempengaruhi nasabah dalam pegambilan keputusan untuk memilih KPR iB 
Muamalat pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Samarinda Seberang yaitu 
faktor agama, faktor lokasi, faktor teman, faktor iklan, faktor ekonomi dan faktor 
pelayanan.11  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan properti 
antara developer properti syariah dengan KPR IB muamalat. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 
pengetahuan mengenai alternatif pembiayaan properti antara developer properti 
syariah dengan KPR IB muamalat, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan 






11Sapi’I dan Agus Setiawan, “Pemilihan Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 






1) Bagi peneliti, menambah wawasan sebagai pengalaman bagi penulis 
dalam memberikan kemampuan serta keterampilan dalam menyusun karya 
ilmiah. 
2) Bagi pembaca, diharapkan menjadi bahan rujukan bagi para peneliti untuk 
suatu penelitian mengenai penerapan kredit pemilikan rumah syariah tanpa 






















A. Teori Pembiayaan 
Di Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang juga dikenal istilah kredit 
dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. 
Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian 
pinjaman pada pihak lain. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak 
digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak 
dibayar secara tunai.12 Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 
hasil.13 
B. Prinsip Dasar Pembiayaan 
Beberapa prinsip dasar yang digunakan bank syariah sebelum memutuskan 
permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, yaitu:14 
 
12Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Penelitian Vol. 9 
No. 1 (2015), h. 185.   
13UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atau UU Nomor 7 Tahun 1992. 
Tentang Perbankan.   
14Muhammad Habibi Astono dan Dina Fitrisia Septiarini, “Analisis Pembiayaan Akad 
Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 





1. Character (karakter) 
Menggambarkan kepribadian calon nasabah. Character merupakan faktor 
yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah. Untuk mengetahui character 
calon nasabah, bank melakukan cara sebagai berikut: 
a. Informasi dari pihak lain  
Dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal 
dengan baik calon nasabah. 
b. BI Checking 
Melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah 
melalui computer yang terhubung dengan data Bank Indonesia. 
2. Capacity (kemampuan) 
Untuk mengetahui krmampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi 
kewajibannya sesuai jangka waktu pembayaran. Kemampuan keuangan nasabah 
sangat penting karena sumber pokok pembayaran. Beberapa cara untuk mengetahui 
keuangan calon nasabah antara lain: 
a. Survei ke lokasi usaha calon nasabah 
b. Melihat slip gaji dan rekening tabungan 
3. Capital (modal sendiri) 
Capital yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin 
besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek 
pembiayaan maka semakin besar kepercayaan yang akan didapat dari bank yang 




4. Collateral (jaminan) 
Angunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang 
diajukan. Angunan merupakan sumber pembiayaan kedua. Jika nasabah tidak dapat 
membayar angsurannya sebagaimana mestinya, maka bank syariah dapat 
melakukan penjualan terhadap angunan. Hasil penjualan angunan digunakan untuk 
sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. 
5. Condition of Economic (kondisi ekonomi) 
Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu 
mempertimbangkan sektor usaha calon nasbah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. 
Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon 
nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi 
terhadap usaha calon nasabah.  
C. Pembiayaan Murabahah 
Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah 
sehingga penjual (bank) harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan 
sebagai tambahannya.15Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan 
syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (al-bai’). 
Namun murabahah bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dengan satu 
penjual saja. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau 
asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu 
 
15Dewi Wulan Sari dan Muhammad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 
Istishna, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas”, Jurnal Accounting and 





dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di 
tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan 
menambahkan mark up/margin atau keuntungan di mana nasabah diberitahu oleh 
bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark 
up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli barang tersebut.16 
1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah 
Mekanisme pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah dilakukan 
oleh dua pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu pihak bank syariah sebagai 
penjual yang membiayai permohonan pesanan yang di inginkan nasabah dan pihak 
nasabah sebagai pembeli barang. Dalam pengaplikasiannya dapat digambarkan 
sebagai berikut:17 
 
Gambar 2.1 Skema Akad Murabahah 
Keterangan : 
a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual 
beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan 
dibeli, kualitas barang, dan harga jual. 
 
16Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, h. 191.  
17Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h.139-140.   
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b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah 
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli telah dipilih 
oleh nasabah, dan harga jual barang.  
c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka 
bank syariah membeli barang dari supplier/penjual. Pembelian yang dilakukan 
oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang 
dalam akad.  
d. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. 
e. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan 
barang tersebut.  
f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan 
pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan 
cara angsuran.  
2. Landasan Hukum Murabahah 
a. Al-Qur’an 
Pembiayaan murabahah diatur dalam Q.S An-Nisa: 29, yang berbunyi: 
                        
                               
Terjemahnya: 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 





dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.”18 
Menurut M. Quraish Shihab menafsirkan bil-batil, memakan harta dengan 
tidak seimbang, sedang perolehan interaksi yang tidak seimbang itulah yang 
dimaksud dengan batil. Janganlah memperoleh dan menggunakannya. 
Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antar manusia lain, 
dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna inilah yang antara 
lain dikandung oleh penggunaan kata “antara kamu” dalam firman-Nya yang 
memulai uraian menyangkut perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-
akan berada di tengah kedua pihak pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan 
dan kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, 
sehingga salah satu pihak merugi, sedangkan pihak yang lain berada ditengah atau 
antara, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak 
seimbang adalah batil dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak 
dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntutan ilahi, walaupu 
dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.19  
b. Fatwa  
Berdasarkan Fatwa yang mengatur tentang jual beli murabahah yaitu Fatwa 
DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000:20 
 
18Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 
2012), h. 65.  
19Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik, (Jakarta: 
Lajnah Pentashihan Mushaf  Al-Qur’an, 2017), h. 143-144. 




1) Ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah 
a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 
b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 
c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya. 
d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan  pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. dalam kaitan 
ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
nasabah berikut biaya yang diperlukan.  
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 
dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah 








2) Ketentuan Murabahah kepada nasabah 
a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 
barang atau asset kepada bank.  
b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah 
harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, 
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli. 
d) Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 
e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank 
harus dibayar dari uang muka tersebut. 
f) Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, 
bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang 
muka, maka: 
h) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 
membayar sisa harga. 
i) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut 




3) Jaminan dalam murabahah  
a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang.  
4) Utang dalam murabahah 
a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah 
tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan 
pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 
tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan utangnya kepada bank.  
b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, 
ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap 
harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan.  
5) Penundaan pembayaran dalam murabahah 
a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 





dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah.  
6) Bangkrut dalam murabahah 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank 
harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau 
berdasarkan kesepakatan. 
Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah 
mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu:21 
Pertama: Ketentuan Umum 
1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS 
kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 
pembayaran dengan disengaja. 
2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur 
tidak boleh dikenakan sanksi. 
3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh 
dikenakan sanksi. 
4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih 
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 
 
21Fadli, “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 
DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan), Jurnal Ilmiah 
Syari’ah Vol. 16 No. 2 (2017), h. 226.  
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6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.  
Kedua: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 
Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus 
dibayarkan dalam jumlah terterntu. Menurut Syamsul Anwar denda adalah adanya 
perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu 
menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh 
(memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur. 
Sedangkan menurut Dwi Suwiknyo, ta’zir adalah denda yang harus dibayar akibat 
penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan dikumpulkan sebagai 
sumber dana kebajikan.22 
3. Rukun dan Syarat Murabahah 
Berikut ini merupakan rukun dan syarat pada akad murabahah:23 
a. Subjek akad (penjual dan pembeli) 
Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan 
diperjualbelikan. Dalam transaksi melalui perbankan syariah maka pihak penjual 
 
22Fadli, “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional 
DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan), Jurnal Ilmiah 
Syari’ah Vol. 16 No. 2 (2017), h. 224.  
23Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga 





adalah bank syariah. Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang 
yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. 
Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah nasabah. 
b. Objek akad (harga dan barang) 
Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek 
transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas 
dan disepakati antara penjual dan pembeli. 
c. Ijab dan qabul  
Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan brang 
yang diperjualbelikan.  
Adapun syarat-syarat dalam akad murabahah yaitu: 
1) Pihak yang berakad, harus ikhlas dan mampu untuk melakukan transaksi 
jual beli. 
2) Objek jual beli, barang yang diperjualbelikan ada atau ada kesanggupan 
bagi penjual untuk mengadakan barang tersebut, milik sah penjual, 
berwujud dan merupakan barang halal. Objek yang diperjualbelikan pun 
harus terhindar dari cacat namun apabila cacat tersebut diketauhi oleh 
nasabah dan disetujui maka proses jual beli tetap sah.  
3) Harga, harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli 
ditambah dengan margin keuntungan, harga jual tidak boleh berubah 
selama masa perjanjian, system dan jangka waktu pembayaran disepakati 
bersama antara penjual dan pembeli.  




D. Pembiayaan Istishna  
Istishna adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang 
pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni 
pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta 
pekerjaan dari pihak produsen.24 
Menurut Muhammad Nizarul Alim, Istishna adalah akad jual beli dalam 
bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 
tertentu yang akan disepakati antara pemesan (pembeli/mustahni) dan penjual 
(pembuat/shani).25 Berdasarkan akad istishna pembeli menugasi produsen untuk 
membuat atau mengadakan al-mashni (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang 
disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati.26 
1. Mekanisme Pembiayaan Istishna 
Mekanisme pembiayaan istishna dalam perbankan syariah dilakukan oleh 
dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak bank syariah sebagai penjual yang 
memberikan pembiayaan atas barang yang di pesan oleh nasabah dengan memesan 
kepada produsen atau pembuat barang dan pihak nasabah sebagai pembeli. Dalam 
pengaplikasiannya dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
24Muhammad Rizki Hidayah, dkk, “Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan 
Rumah”, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 (2018), h. 4.   
25Muhammad Ardi, “Asas-asas Perjanjian (akad) Hukum Kontrak Syariah dalam 
Penerapan Salam dan Istishna”, Jurnal Hukum Diktum Vol. 14 No. 2 (2016), h. 273.   






Gambar 2.2 Skema akad Istishna 
Keterangan: 
a. Nasabah memesan barang kepada bank syariah selaku penjual atau bank 
mewakilkan kepada nasabah untuk memesan kepada produsen.  
b. Bank syariah menjual kepada pembeli/nasabah. 
c. Bank syariah membeli dan memesan barang kepada produsen untuk membuat 
barang sesuai dengan pesanan yang telah di perjanjikan antara bank syariah 
dan pembeli/nasabah. 
d. Setelah barang selesai dibuat, maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah 
sebagai pembeli.  
2. Landasan Hukum Istishna  
a. Al-Qur’an 
Pembiayaan Istishna diatur  dalam Q.S Al-Baqarah: 282, yaitu: 





Terjemahnya :  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah secara tidak 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”27 
 
Melalui ayat ini Allah memerintahkan adanya catatan untuk memperkuat 
dan memelihara. Perintah ini berobjek pada masalah-masalah rinci yang biasa 
terjadi di antara manusia. Maka orang-orang mukmin diperintahkan untuk 
mencatatnya, dengan perintah yang mengandung arti petunjuk, bukan perintah yang 
berarti wajib seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama. Menurut Quraish Shihab 
dalam tafsirnya, perintah dalam ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-
orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi 
hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang, hal ini agar 
yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan adanya dua bukti yaitu dari 
penulisan dan persaksian. Penulisan dan persaksiannya adalah perintah atau 
tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.28 
a. Fatwa  
Berdasarkan Fatwa yang mengatur tentang jual beli istishna yaitu Fatwa 
DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000. 
1) Ketentuan tentang pembayaran  
a) Alat bayar harus diketauhi jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 
barang atau manfaat.  
b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 
 
27Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 
2012), h. 37.  
28Taufik dan Sofian Muhlisin, ”Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari 





c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 
2) Ketentuan tentang barang 
a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 
b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
c) Penyerahannya dilakukan kemudian. 
d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. 
e) Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 
f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan sejenis sesuai kesepakatan.  
g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, 
pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau 
membatalkan akad. 
3) Ketentuan lain 
a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, 
hukumnya mengikat. 
b) Semua ketentuan dalam jual-beli salam yang tidak disebutkan diatas 
berlaku pula pada jual-beli istishna’. 
c) Jika satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
kesepakatan melalui musyawarah.29  
 
 




b. Rukun dan Syarat Istishna 
Rukun istishna menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi 
menurut jumhur ulama rukun istishna ada tiga, yaitu: 
1) Akid (para pihak yang berakad), yaitu shani’ (produsen/penjual) dan 
mustashni’ (orang yang memesan/kinsmen), atau pembeli. 
2) Ma’qud ‘alaih (objek akad), yaitu ‘amal (pekerjaan), barang yang dipesan, 
dan harga. 
3) Sighat ijab dan qabul 
Adapun syarat-syarat istishna’ adalah: 
1) Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar dan sifatnya 
karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad). Syarat ini 
penting untuk menghilangkan unsur jahalah yang bisa membatalkan akad. 
2) Barang tersebut harus berupa barang yang biasa ditransaksikan di antara 
manusia, seperti membuat bejana, sepatu dan lain-lain. 
3) Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyerahan barang yang 
dipesan. Bila ditentukan waktu penyerahan barang maka akadnya secara 
otomatis berubah menjadi akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu 
Hanifah. Sementara itu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat 
ini tidak diperlukan. Menurut mereka, istishna itu hukumnya sah, baik 
waktunya ditentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan penentuan 
waktu ini bisa digunakan dalam akad istishna.30 
 





E. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
Kredit perumahan atau kredit pemilikan rumah merupakan jenis kredit 
perorangan kedua yang paling popular dikalangan bank umum. Seperti halnya 
dengan kredit kendaraan bermotor, bank dapat memberikan kredit perumahan baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Pada pemberian kredit secara tidak 
langsung, bank memberikan kredit kepada pemborong perumahan atau perusahaan 
real estate, yang selanjutnya akan menyalurkan kredit tersebut kepada pembeli.31 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan sebagian dari fasilitas kredit yang 
ditujukan langsung kepada konsumen yang terdiri atas berbagai strata dalam 
masyarakat.32 KPR syariah merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk 
mendapatkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan perumahan dengan 
menggunakan akad syariah.  
F. Asuransi Syariah 
Asuransi dalam bahasa Arab adalah at-ta’min yang berasal dari kata 
amana’i yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan 
bebas dari rasa takut. Asuransi dinamakan at-ta’min disebabkan pemegang polis 
sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau 
nasabah asuransi.33 Asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk Ijtihdiyah 
 
31Winda Ika Pratiwi, “Implementasi Akad Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik 
Pada Produk KPR BRI Syariah KC Malang Kawi”, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2017), 
h.165.  
32Noriesta Juni Wardhani, dkk, “Analisis Manajemen Kredit Kepemilikan Rumah Untuk 
Meminimalisir Kredit Macet Pada Produk KPR BTN IB”, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 1 No. 1 
(2015), h. 3.  
33Netta Agusti, “Sharing Of Risk pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep 
dan Mekanisme Kerja”, Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 3 No. 2 (2017), h. 185.  
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artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-
qur’an dan As-sunnah secara eksplisit. Berikut ini dikatakan suhendi bahwa di 
kalangan ulama atau cendikiawan muslim terdapat pendapat tentang hukum 
asuransi.34 
Berikut ini adalah pandangan ulama yang mengharamkan asuransi dalam 
segala macam dan bentuk seperti ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara 
lain Sayyid Sabiq yang diungkapkan dalam kitabnya Fikih As-Sunnah, Abdulah al-
Qalqili, Muhammad Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth’i alasannya 
adalah:35 
1. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi 
2. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti  
3. Mengandung unsur riba/rente 
4. Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa 
melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi 
yang telah dibayarkan.  
Berikut ini adalah pandangan ulama yang memperbolehkan semua asuransi 
dalam praktiknya, pendapat ini dikemukakan oleh Abdul wahab khalaf, Mustafa 
ahmad zarqa, Muhammad yusuf musa, dengan alasannya adalah:36 
 
34Viddy Cariestya Genoveva, dkk, “Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad 
Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka”, Jurnal Ekonomi Syariah dan 
Bisnis Vol. 1 No. 2 (2018), h. 128.  
35Viddy Cariestya Genoveva, dkk, “Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad 
Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka”, Jurnal Ekonomi Syariah dan 
Bisnis Vol. 1 No. 2 (2018), h. 129.   
36Viddy Cariestya Genoveva, dkk, “Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad 






1. Tidak ada nash Al-qur’an maupun nash hadits yang melarang asuransi. 
2. Kedua pihak yang berjanji (asurador dan yang mempertanggungkan) 
dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul 
tanggungjawab masing-masing. 
3. Asuransi tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak dan 
bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak. 
4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang 
terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) 
untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan. 
5. Asuransi merupakan akad mudharabah, maksudnya asuransi merupakan 
akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik mo 
6. dal) dan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi 
hasil (profit and loss sharing). 
7. Asuransi termasuk syirka ta’awuniyah (perserikatan yang bertujuan untuk 
saling tolong-menolong). 
8. Dianalogikan atau dikiaskan dengan system pension seperti taspen. 
9. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan 
Bersama, dan 
10. Asuransi menjaga banyaknya manusia dari kecelakaan harta benda, 
kekayaan dan kepribadian. 
Dengan alasan-alasan diatas, asuransi dianggap membawa manfaat bagi 
pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan suatu keadaan atau 
fenomena-fenomena apa adanya.37 Dan disebut penelitian kualitatif, karena sumber 
data utama penelitian ini adalah berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-
orang yang diamati.38  
Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam konteks ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai alternatif pembiayaan properti melalui prosedur 
pelaksanaan antara developer properti syariah dengan KPR IB Muamalat dalam 
memberikan pilihan kepada masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih oleh 
peneliti karena melalui pendekatan ini dapat memperoleh pemahaman yang 
mendalam dan sangat dimungkinkan memperoleh informasi-informasi baru terkait 
objek yang diteliti yaitu mengenai alternatif pembiayaan properti. Dengan 
pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan realitas keadaan atau fenomena 
yang sebenarnya terjadi dilapangan tepatnya di developer properti syariah dan PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk.    
 Adapun lokasi penelitian akan dilakukan pada beberapa properti syariah 
tepatnya di Ahfa residence, CV. Idme properti syariah, Saudagar agency properti 
 
37Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82.   
38Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 





syariah Makassar dan Ar-rayyan agency properti syariah, serta PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Cabang Kota Makassar.   
B.  Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu 
pendekatan fenomenologi. Dalam pandangan fenomenologi, peneliti berusaha 
memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam 
situasi tertentu.39 
C. Sumber Data 
Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam sebuah penelitian. 
Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang 
diperoleh juga akan meleset dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti 
harus mampu memenuhi sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian. 
40 Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama di lokasi 
penelitian atau melalui wawancara dengan narasumber yang terkait 
dengan penulisan skripsi ini yaitu wawancara yang dilakukan dengan 
karyawan atau pegawai developer properti syariah dan user (pembeli) di 
properti syariah, serta  karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Makassar dan nasabah bank muamalat. 
 
 
39Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Jurnal Equilibrium Vol. 5 No. 9 (2009), h. 
3.  
40Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2013), h. 129.  
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Berikut rincian subyek penelitian sebagai berikut: 
No Nama Keterangan  
      
1 Ical  CV. Idme properti syariah 
2 Ikmal Ahfa residence 
3 Zulkifli Saudagar agency properti syariah Makassar 
4 Syarif Ar-Rayyan agency properti syariah 
5 Sabil User (pembeli) properti syariah 
6 Aswin User (pembeli) properti syariah 
7 Arifin User (pembeli) properti syariah 
8 Muchlis 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Makassar 
9 Rika Nasabah Bank Muamalat 
10 Mutakhir Haris Nasabah Bank Muamalat 
11 Yohanis Nasabah Bank Muamalat 
Tabel 3.1 Subyek Penelitian  
2. Data Sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi 
lokasi penelitian, serta literatur-literatur bacaan yang relevansinya dengan 
materi yang dibahas.41 Dalam hal ini, peneliti mengambil data dari jurnal-
jurnal yang sudah ada mengenai kredit pemilikan rumah (KPR) yang ada 
pada bank syariah maupun properti syariah selanjutnya mengaitkan 
dengan fakta yang terjadi dilapangan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan 
penelitian, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
beberapa metode yaitu: 
 
41Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2009), 





1. Kajian Pustaka (Library Research), yang dilakukan untuk mencapai 
pemahaman yang komperhensif tentang konsep-konsep yang akan dikaji. 
Bahan yang digunakan untuk kajian ini yaitu buku-buku yang berkaitan 
dengan penelitian yang dilakukan, jurnal-jurnal serta beberapa artikel yang 
berkaitan dengan masalah yang penulis lakukan yang berkaitan dengan 
alternatif pembiayaan properti antara developer properti syariah dengan kpr 
ib muamalat.  
2. Studi Lapangan (Field Research), yang dilakukan untuk mendapatkan 
informasi yang berkaitan tentang alternatif pembiayaan properti antara 
developer properti syariah dengan kpr ib muamalat untuk mendapatkan 
hasil pembahasan yang objektif , penulis mengumpulkan data yang 
diperoleh dengan menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:  
a. Wawancara  
Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari 
responden. Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik 
pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan 
deskriptif kuantitatif.42 Atau dengan kata lain, metode pengumpulan data dengan 
Tanya jawab yang dikerjakan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan 
menggunakan panduan wawancara.43 Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu 
wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti membawa pedoman yang hanya 
 
42Sudaryono, Metodologi Penelitian, h. 212.   
43Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 




merupakan garis besar mengenai hal-hal terkait objek penelitian yang akan 
ditanyakan peneliti. 
Alat-alat yang digunakan dalam wawancara adalah buku catatan, pulpen, 
recorder dan kamera handphone, selain itu peneliti juga melakukan wawancara 
secara online melalui sosial media whatsapp hal tersebut dilakukan karena adanya 
keterbatasan jarak dalam menjangkau informasi dari informan terutama wawancara 
yang dilakukan pada beberapa user (pembeli) properti syariah dan nasabah bank 
muamalat. Hal tersebut bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua 
percakapan dengan sumber data dimana semuanya telah digunakan setelah 
mendapat izin dari informan.   
b. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif. Sejumlah 
besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian 
besar data berbentuk catatan harian dan arsip foto.  Dokumentasi ini dilakukan 
dengan melakukan wawancara atau mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait 
dengan penelitian yang dilakukan oleh developer properti syariah dan bank 
muamalat.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian dalam mengumpulkan data yaitu berupa recorder dan 
gambar dengan alat berupa handphone, alat tulis menulis, daftar pertanyaan 
wawancara, serta catatan-catatan yang menunjang penelitian ini. Instumen inilah 






F. Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain.44 Miles dan Huberman dalam buku Qualitative Data 
Analysis: A Sourcebook of New Methods, ada tiga macam kegiatan dalam analisis 
data kualitatif, yaitu:45 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, 
penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi 
dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, dicari 
tema polanya. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilih objek yang akan 
diteliti yakni developer properti syariah dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Cabang Makassar. Selanjutnya dengan menggunakan pedoman wawancara guna 
untuk memfokuskan data-data yang diteliti dan menjawab pertanyaan berdasarkan 




44Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. 16, h. 428.   





2. Model Data (Data Display) 
Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. 
Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau grafik, 
hubungan antar kategori yang bertujuan agar data terorganisasikan dan tersusun 
dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.  
Data yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti, maksudnya hanya 
dibatasi pada pokok permasalahan yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan 
pembiayaan properti antara developer properti syariah dengan KPR IB Muamalat? 
3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 
Langkah ketiga dalam analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. 
Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan kredibel. 
G. Pengujian Keabsahan Data  
Penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang 
diperiksa adalah keabsahan datanya.46 Untuk menguji kredibilitas data penelitian 
penulis menggunakan teknik tringulasi. Uji keabsahan melalui tringulasi ini 
dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi 
 
46Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini, 





tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik.47 Menurut Cresswell, melalui 
proses pengumpulan data dan analisis data, peneliti perlu menjamin bahwa temuan 
dan interpretasi akurat. Validasi temuan berarti bahwa peneliti menentukan 
keakuratan atau kredibilitas dari temuan tersebut melalui strategi-strategi seperti 
pengecekan anggota (member checking) atau triangulasi. 48  
Teknik tringulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara 
dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih 
lengkap dan sesuai dengan diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu 
keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang 
didapatkan lebih kredibel. Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 
sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 
waktu.  
Teknik tringulasi dalam penelitian ini peneliti melakukan proses penguatan 
bukti dari individu-individu yang berbeda yaitu pada seorang karyawan bank dan 
juga nasabah bank, jenis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk menguji setiap sumber 
informasi dan bukti-bukti temuan yang dapat mendukung dalam objek penelitian. 
Hal ini juga menjamin bahwa studi akan akurat karena informasi berasal dari 
berbagai sumber informasi, individu atau proses yang dilakukan selama melakukan 
penelitian. Dengan cara ini peneliti mendorong untuk mengembangkan suatu 
 
47Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 261.   
48Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014), h. 81.  
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laporan yang akurat dan kredibel. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu maka 
ditempuh langkah sebagai berikut:49 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
Dalam hal ini, peneliti melihat data yang sebenarnya terjadi dilapangan 
dan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber. Perbandingan 
yang dilakukan peneliti bersifat menyeluruh, dimana peneliti 
mendengarkan semua hasil wawancara dari informan dan 
membandingkan berdasarkan fakta lapangan. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 
yang dikatakan secara pribadi. 
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumner/informan 
dilakukan secara personal dan terbuka. Wawancara dilakukan di kantor 
properti syariah dan bank muamalat. Dalam hal ini narasumber 
mengatakan apa yang terjadi dilapangan, baik di wawancara secara 
personal maupun terbuka. 
3. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang 
berkaitan. 
Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari 
penelitian ini digabungkan sehingga saling melengkapi. Dalam hal ini, 
 
49Tringulasi dan keabsahan data dalam penelitian,http://goyang-







peneliti membandingkan data-data yang terkait dengan hasil wawancara 
melalui dokumen terkait seperti pada brosur penawaran kredit pemilikan 
rumah (KPR), data-data terkait prosedur pelaksanaan pembiayaan 























HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran objek penelitian 
1. Developer Properti Syariah 
Developer Properti syariah merupakan pengembang dalam bidang properti 
yang menyediakan berbagai jenis properti dengan menerapkan prinsip Syariah 
didalamnya. Jika pada umumnya jenis pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) 
ini melibatkan tiga pihak yakni antara bank sebagai penjual, developer sebagai 
produsen, dan nasabah sebagai pembeli. Berbeda dengan developer properti 
Syariah yang hanya melibatkan dua pihak yakni pihak developer sebagai produsen 
dan nasabah sebagai pembeli yang memesan secara langsung terkait barang atau 
rumah yang diinginkannya.  
Developer properti Syariah juga menawarkan beberapa fitur penawaran 
yang diberikan bagi calon pembeli diantaranya, tanpa denda, tanpa sita, tanpa BI 
Checking, dan tanpa akad yang bathil. Developer properti Syariah memberikan 
kemudahan bagi calon nasabahnya karena tidak menetapkan persyaratan-
persyaratan administrasi yang sering kali menyulitkan calon nasabah. Hal tersebut 
tentunya sangat memberikan kemudahan bagi siapapun dan dari kalangan manapun 
untuk dapat memiliki sebuah hunian rumah.  
a. Ahfa Residence 
Ahfa residence merupakan hunian syariah komersil harga subsidi khusus 
muslim, perumahan dengan konsep islami pertama di jalan poros samata 





dari lokasi. Saat ini sangat banyak developer-developer properti yang menawarkan 
sebuah hunian berkelas dengan berbagai fasilitas yang di berikan, namun mereka 
lebih mementingkan sisi duniawi semata, karena itulah ahfa residence hadir untuk 
membebaskan masyarakat dari jeratan riba yang sangat mengerikan. Ahfa 
residence memberikan beberapa penawaran yaitu tanpa BI Checking, tanpa bunga, 
tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, dan tanpa akad bathil. 
b. Cv. Idme properti syariah 
Cv. Idme properti syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
properti syariah. Cv. Idme berperan sebagai pengembang properti syariah yang 
menyediakan berbagai jenis properti seperti rumah, tanah kavling maupun tanah 
produktif. Cv. Idme properti syariah juga memberikan penawaran yaitu tanpa bank, 
tanpa slip gaji, tanpa denda, tanpa riba dan tanpa BI Checking. 
c. Saudagar agency properti syariah Makassar 
Saudagar agency properti syariah merupakan perusahaan properti yang 
bergerak di bidang pemasaran yang menawarkan berbagai jenis properti seperti 
rumah, ruko maupun tanah kavling dengan menerapkan prinsip syariah di dalam 
transaksinya. Saudagar agency syariah bekerjasama dengan beberapa developer 
properti syariah di kota Makassar untuk memasarkan beberapa jenis properti yang 
dimiliki oleh para developer properti syariah. 
d. Ar-Rayyan agency properti syariah 
Ar-Rayyan agency properti syariah adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang pemasaran properti syariah yang berada di kota Makassar 
dengan konsep 100% syariah tanpa riba dan tanpa bank. Ar-rayyan bekerjasama 
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dengan beberapa developer syariah yang mempunyai fibrasi yang sama yaitu 100% 
syariah.  
2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 
 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan bisnisnya sebagai 
bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 
1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang 
kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi 
beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia 
terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah.  
 KPR iB Muamalat merupakan salah satu produk pembiayaan yang 
ditawarkan oleh bank muamalat untuk membantu masyarakat dalam memiliki 
rumah tinggal, rumah susun, apartemen, dan pembangunan serta pengalihan (take 
over) KPR dari bank lain.  
Pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) pada PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Cabang Makassar dilakukan dengan menggunakan pola jual beli. 
Calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan properti baik pembelian itu rumah, 
ruko atau pembangunan dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank 
muamalat. Pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank muamalat 
dilakukan dengan menggunakan akad murabahah dimana pihak bank sebagai 
penjual yang akan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh calon nasabah dan 





dengan menyampaikan segala hal terkait transaksi pembelian yang dilakukan oleh 
bank untuk dijual kembali kepada nasabah dengan menyampaikan keuntungan, 
selanjutnya nasabah akan mencicil pembayaran kepada bank sesuai dengan waktu 
yang telah disepakati.  
B. Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Prosedur Pelaksanaan Developer Properti Syariah 
a. Persyaratan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang umumnya ditetapkan oleh 
beberapa developer properti syariah kepada calon pembeli yang berminat 
mengambil Kredit pemilikan rumah (KPR):  
1) KTP suami dan istri (jika sudah menikah) 
2) Akta nikah (bagi yang sudah menikah) 
3) Kartu keluarga (KK) 
4) Slip gaji (jika dibutuhkan) 
Persyaratan permohonan KPR pada CV. Idme Properti syariah berdasarkan 
hasil wawancara dengan developer CV. Idme properti syariah yaitu Ical 
mengatakan: 
“Sebenarnya persyaratan paling wajibnya hanya KTP, Akta nikah dan Kartu 
keluarga, yang lainnya itu masih dapat di musyawarahkan apabila tidak dapat 
dipenuhi karena yang paling dibutuhkan adalah komitmen dari calon 
pembeli.”50
 




 Mengenai persyaratan permohonan KPR hal tersebut juga dikatakan oleh 
Saudagar agency properti syariah Makassar yaitu Zulkifli yang mengatakan: 
“Persyaratan pembelian properti syariah di developer properti syariah hanya 
Kartu Keluarga (KK) dan KTP saja yang lainnya hanya tambahan saja bagi 
yang bisa memenuhi seperti slip gaji. Intinya orang tersebut mampu dan 
sanggup, apapun pekerjaannya kalau ia mampu membayar DP artinya orang 
tersebut sanggup.”51 
Mengenai persyaratan permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) yang 
pada umumnya ditetapkan di Developer Properti Syariah memiliki persyaratan 
yang sangat mudah dan fleksibel tidak sulit bagi masyarakat yang profesi nya bukan 
seorang pegawai bahkan seseoang yang penghasilannya tak menentu juga dapat 
memenuhi persyaratan tersebut jika mereka benar-benar sanggup dan 
bertanggungjawab atas apa yang ia inginkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 
dengan pembeli (user) properti syariah yakni saudara Aswin yang mengatakan: 
“Persyaratan yang ditentukan oleh developer properti syariah memudahkan 
karena jika di bank terdapat persyaratan untuk jaminan asset atau surat 
berharga dan saya tidak mau hal itu.”52 
Mengenai persyaratan permohonan KPR yang diterapkan oleh developer 
properti syariah tidak menyulitkan bagi nasabah justru memberikan kemudahan 
bagi user untuk dapat memiliki rumah. Hal tersebut juga serupa dengan penuturan 
user lain yakni saudara Arifin yang mengatakan: 
“Persyaratan permohonan KPR yang diterapkan oleh developer properti   
syariah sama sekali tidak menyulitkan justru memberikan kemudahan karena 
hanya cukup dengan KTP dan KK saja.”53 
 
51Zulkifli, Saudagar Agency properti syariah Makassar, Wawancara 03 September 2019. 
52Aswin, User (pembeli) di Saudagar agency properti syariah, Wawancara pada 04 
September 2019.  





Persyaratan permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) di properti syariah 
sangatlah fleksible karena calon pembeli (user) hanya perlu melengkapi dokumen 
seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK), akta nikah, slip gaji ataupun tabungan 
rekening koran. Bahkan beberapa developer properti syariah hanya menetapkan 
persyaratan administrasi berupa KTP dan KK saja. Hal tersebutlah yang dapat 
menjadikan developer properti syariah sebagai alternatif pembiayaan properti bagi 
sebagian masyarakat karena dinilai dapat memberikan kemudahan bagi siapapun 
untuk dapat memiliki sebuah tempat tinggal atau rumah. 
b. Analisa pembiayaan 
  Prinsip dasar pembiayaan yang secara umum diterapkan oleh developer 
properti syariah ada lima yaitu:54 
1) Character (karakter) 
Analisis karakter adalah menggambarkan kepribadian calon user (pembeli) 
yang dilakukan untuk memastikan bahwa seseorang tersebut layak untuk memiliki 
sebuah rumah. Character merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi 
calon nasabah, prinsip dasar pembiayaan yang diterapkan oleh developer properti 
Syariah pada umumnya yaitu dengan mengenali dan menganalisis karakter calon 
user yang dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk dapat menilai 
karakter pribadi calon user. Jika analisis karakter yang dilakukan oleh perbankan 
pada umumnya juga menilai karakter calon nasabah dengan melakukan pencarian 
 
54Muhammad Habibi Astono dan Dina Fitrisia Septiarini, “Analisis Pembiayaan Akad 
Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 
No. 2 (2017), h. 165-166.   
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informasi dari pihak lain yang mengenal baik calon nasabah dan dengan melakukan 
BI Checking untuk megecek bahwa calon nasabah tersebut memiliki karakter yang 
baik karena tidak termasuk dalam nasabah yang bermasalah dengan kreditnya, lain 
halnya dengan developer properti Syariah yang hanya menilai karakter user dengan 
melakukan pendekatan melalui wawancara secara langsung dan tidak melakukan 
pencarian informasi dari pihak lain serta tidak melakukan BI Checking. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa properti syariah yaitu Ahfa 
residence, CV. Idme properti syariah, Saudagar agency properti syariah Makassar 
dan Ar-Rayyan agency properti syariah semuanya tidak menerapkan kedua hal 
tersebut. 
Hal ini dijelaskan oleh Ar-Rayyan agency properti syariah bahwa dalam 
melakukan analisis atau penilaian karakter user hanya dilakukan dengan melakukan 
proses wawacara secara langsung oleh calon user dan dalam proses tersebut user 
tidak diperkenankan untuk diwakili oleh pihak lain. Hal serupa juga dikatakan oleh 
CV. Idme properti syariah bahwa properti syariah sangat memegang teguh asas 
kepercayaan didalam transaksi yang hendak dilakukan oleh kedua pihak dan 
penilaian tersebut dilakukan dengan wawancara secara langsung serta dengan 
melakukan pendekatan karakter kepada user. 
Menurut Saudagar agency properti syariah Makassar sangat memberikan 
kepercayaan penuh terhadap calon user sehingga hal tersebut hanya cukup 
dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada calon user untuk 
menumbuhkan rasa saling percaya. Dalam hal ini juga tidak menerapkan adanya BI 





diperjualbelikan adalah benda yang menetap dan tidak dapat dibawa pergi 
kemanapun dan diantara kedua belah pihak tidak ada yang memegang sertifikat 
kepemilikan apapun karena akad dilakukan di notaris dan sertifikat tersebut 
disimpan oleh pihak notaris sampai proses angsuran terselesaikan. 
Menurut Ahfa residence hal yang paling mendasar dari karakter calon 
pembeli yaitu dengan melihat atau menilai calon pembeli (user) dengan melakukan 
wawancara dan tanpa BI Checking. Ahfa residence merupakan konsep perumahan 
islami yang menilai karakter calon pembeli rumah hanya berdasarkan kepercayaan 
agamanya saja yaitu islam, hal tersebut dilakukan untuk menciptakan suatu 
lingkungan yang murni Syariah.   
2) Capacity (kemampuan) 
Untuk mengetahui krmampuan keuangan calon user dalam memenuhi 
kewajibannya sesuai jangka waktu pembayaran. Kemampuan keuangan user sangat 
penting karena sumber pokok pembayaran. Beberapa cara untuk mengetahui 
keuangan calon user antara lain: 
a) Melakukan wawancara terkait kemampuan keuangan yang dimiliki calon 
pembeli (user) 
b) Melihat slip gaji dan tabungan rekening koran 
Properti Syariah menilai kemampuan calon nasabah berdasarkan 
keuangannya dengan melakukan wawancara terkait usaha yang dimiliki calon user 
dan melihat slip gaji ataupun tabungan rekening koran calon user serta mengajukan 
beberapa pertanyaan terkait penghasilan yang diperoleh user dengan menilai 
berdasarkan tanggungan atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap 
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bulannya. Mengenai hal tersebut juga diungkapkan oleh Ar-rayyan agency properti 
Syariah yakni saudara Syarif yang mengatakan: 
“Meskipun persyaratan yang diberikan oleh properti Syariah itu sangat mudah 
tetapi kami juga melakukan wawancara terkait penghasilan calon nasabah yang 
dikalkulasi dengan tanggungannya maupun pengeluaran kebutuhan pokok yang 
dikeluarkan setiap bulannya untuk melihat apakah kemampuan keuangannya itu 
dapat mencukupi untuk membayar angsuran.”55 
 
Berdasarkan hal tersebut properti syariah umumnya juga menilai calon user 
melalui kemampuan keuangannya karena hal tersebut merupakan suatu analisis 
yang paling pokok. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahfa residence yakni 
saudara Ikmal yang mengatakan: 
“Setelah calon nasabah (user) telah memenuhi kelengkapan berkas dan booking 
fee, selanjutnya kami melakukan verifikasi dengan menilai dari kemampuan 
keuangan calon nasabah  berdasarkan slip gaji dan rekening koran tiga bulan 
terakhir untuk dapat melihat kemampuan membayar calon user tersebut.”56 
 
Adapun properti syariah yang menilai kemampuan calon user hanya dengan 
melakukan wawancara terkait kemampuan keuangannya saja tanpa mewajibkan 
adanya slip gaji. Hal tersebut dilakukan oleh CV. Idme properti syariah oleh 
saudara Ical, berikut hasil wawancara peneliti terkait hal tersebut: 
“KPR di properti kami lebih sedikit memangkas beberapa persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh calon pembeli (user) dalam hal ini terkait slip gaji, di 
CV.Idme properti syariah ini tidak memerlukan adanya slip gaji atau tabungan 
rekening koran sekalipun karena yang kami nilai itu dari komitmen dan 
tanggungjawab dari calon pembeli. Kami membutuhkan user (pembeli) yang 
bertanggungjawab dan amanah karena orang yang memiliki banyak uang pun 
tidak menjamin bahwa ia amanah dan bertanggungjawab atas kewajiban 
hutangnya.”57 
Penilaian beberapa properti syariah mengenai tingkat kemampuan keuangan 
calon pembelinya, sebagian melihat dan menetapkan berdasarkan hasil wawancara 
 
55Syarif, Ar-Rayyan agency properti Syariah, wawancara 09 September 2019. 
56Ikmal, Karyawan Ahfa residence, wawancara 02 Oktober 2019.   





terkait kemampuan keuangan yang dimiliki oleh calon pembeli (user) dengan 
menilai dari penghasilannya yang dikurangi beban-beban (pengeluaran) dan ada 
pula yang menetapkan persyaratan tambahan dengan melampirkan slip gaji dan 
tabungan rekening koran yang dimiliki calon pembeli tersebut untuk dapat 
memastikan pemasukan keuangannya.  
3) Capital (modal sendiri) 
Capital yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin 
besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek 
pembiayaan maka semakin besar kepercayaan yang akan didapat dari bank yang 
diperuntukkan untuk calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan 
pembayaran kembali. 
Developer properti Syariah juga menilai berdasarkan modal yang dimiliki 
oleh calon user, karena semakin besar modal yang diberikan user atau down 
payment (DP) calon user maka semakin cepat pula proses pembangunan rumah 
yang akan dilakukan untuk calon pembeli (user). Berikut hasil wawancara peneliti 
kepada beberapa properti Syariah mengenai modal yang menjadi tolak ukur bagi 
properti Syariah. Menurut penuturan dari Ar-rayyan agency properti Syariah selaku 
marketing yakni saudara Syarif yang mengatakan: 
“Sebagian besar developer memberikan penawaran jika semakin besar modal 








Penuturan yang sama juga dikatakan oleh CV. Idme properti Syariah, 
berikut hasil wawancara peneliti dengan saudara Ical yang mengatakan: 
“Salah satu kendala yang dialami developer properti Syariah itu adalah masalah 
dana, dalam mencapai target pembangunan biasanya kami sangat membutuhkan 
kerjasama calon pembeli dengan modal atau DP yang diberikan, semakin besar 
DP yang diberikan oleh calon pembeli maka pelaksanaan pembangunan rumah 
pun bisa cepat terealisasi.”59 
Kredit pemilikan rumah (KPR) di properti syariah melakukan analisa 
pembiayaan kepada calon user (pembeli) dengan menilai karakter calon user, 
kemampuan calon user dan modal yang dimiliki oleh calon pembeli (user). Hal 
tersebut tentunya dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah atau 
macet dikemudian hari yang dapat menghambat berjalannya suatu usaha dibidang 
properti ini.    
c. Verifikasi berkas atau persetujuan 
Setelah dilakukan analisa atau penilaian terhadap calon user (pembeli), 
selanjutnya properti syariah melakukan proses verifikasi yaitu dengan cara 
memberikan surat keterangan yang menyatakan layak atau tidaknya calon user 
(pembeli) tersebut untuk diberikan pembiayaan properti atau KPR. Proses verifikasi 
tersebut kurang lebih dilakukan selama 7 hari kerja (maksimal), jika calon user 
(pembeli) tersebut dinyatakan layak maka pihak developer akan memberikan surat 










d. Proses Akad (pengikatan) 
Mekanisme kredit pemilikan rumah (KPR) di developer properti Syariah 
menggunakan akad istishna dimana dalam penerapan akad ini adalah jual beli 
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 
persyaratan tertentu yang akan disepakati antara pemesan (pembeli/mustahni) dan 
penjual (pembuat/shani).60 Dalam penerapan akad istishna di properti Syariah yaitu 
pihak developer (pembuat barang) menerima pesanan dari pembeli (user), 
pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istishna dapat dilaksanakan di 
muka, dengan cara angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua 
pihak.  
Proses kredit pemilikan rumah (KPR) yang ditawarkan oleh developer 
properti Syariah dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembiayaan properti 
karena memiliki persyaratan administrasi yang sangat mudah sehingga hal ini dapat 
memberikan peluang bagi siapapun untuk dapat memiliki hunian atau rumah. Adapun 
skema pelaksanaan akad istishna yang umumnya diterapkan oleh developer properti 
Syariah yaitu: 
             Pengajuan perjanjian jual beli Pengajuan perjanjian jual beli 
  
     membayar cicilan rumah 
                                          menjual rumah secara angsuran  
Gambar 4.1 Skema KPR di Properti syariah. 
 
60Muhammad Ardi, “Asas-asas Perjanjian (akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan 
Salam dan Istishna”, Jurnal Hukum Diktum Vol. 14 No. 2 (2016), h. 273.    






1) User (pembeli) memesan rumah kepada developer sebagai penjual 
2) Pihak pengembang (developer) menjual rumah secara angsuran kepada 
pembeli/user dan melakukan negoisasi kepada pembeli mengenai ketentuan-
ketentuan proses transaksi jual beli, spesifikasi barang atau jenis rumah yang 
diinginkan, terkait harga rumah, uang muka, jumlah angsuran hingga proses 
penyerahan barang. Setelah kedua belah pihak melakukan negoisasi dan 
menyepakati perjanjian jual beli tersebut kemudian kontrak perjanjian jual 
beli diajukan kepada notaris yang bertindak sebagai saksi dan kedua belah 
pihak berakad dengan disaksikan oleh notaris.  
3) Setelah akad jual beli tersebut dilakukan kemudian user (pembeli) membayar 
cicilan rumah dengan jumlah yang telah ditetapkan dan disepakati 
sebelumnya. 
Berdasarkan skema tersebut bahwa pelaksanaan jual beli dalam kredit 
pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh developer properti syariah telah sesuai 
dengan rukun dan syarat dalam jual beli istishna. Mekanisme jual beli dalam kredit 
pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh developer properti Syariah berbeda 
dengan yang dilakukan oleh bank Syariah pada umumnya karena transaksi ini 
dilakukan secara langsung antara penjual barang sekaligus supplier dengan pembeli 
yang memesan barang yang dilakukan tanpa adanya intermediary. Hal inilah yang 
dianggap bahwa pelaksanaan di developer properti Syariah dinilai lebih fleksible 





Beberapa properti syariah yang telah diteliti oleh peneliti telah melakukan 
transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah, salah satunya adalah prosedur 
pelaksanaan akad yang dilakukan oleh Ahfa residence, CV. Idme properti syariah, 
Saudagar agency properti syariah Makassar dan Ar-Rayyan agency properti syariah 
telah sesuai dengan landasan hukum akad istishna dalam surah Al-Baqarah ayat 
282 yang menjelaskan tentang seruan bagi setiap umat muslim yang apabila 
bermu’amalah secara tidak tunai wajib untuk menuliskannya dan dipersaksikan 
oleh pihak lain. Dalam menjalankan operasionalnya pun telah sesuai dengan 
ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang meliputi ketentuan 
tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, dan ketentuan lainnya.  
e. Kelebihan dan kekurangan pembiayaan KPR developer properti Syariah 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa developer 
properti Syariah juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan didalam 
transaksinya. .Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari kredit 
pemilikan rumah (KPR) pada developer properti Syariah: 







Persyaratan yang mudah 
Angsuran tetap hingga akhir 
Tidak ada denda 
Tidak ada sita 
Tidak ada jaminan (angunan) 
Lingkungan yang Islami 
Indent  
Tidak ada asuransi  
Jangka waktu kurang dari 10 tahun 
Tabel 4.1 Kelebihan dan Kekurangan Properti syariah 
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Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan Ar-rayyan agency 
properti syariah yakni oleh saudara Syarif yang mengatakan: 
“Kelebihan yang pertama dalam properti Syariah adalah mudah untuk memiliki 
rumah, yang kedua mudah dalam melunasi karena angsurannya flat dari awal 
hingga akhir tidak berubah dan dalam properti Syariah tidak hanya sekedar 
menjual rumah fisik tetapi juga visi akhirat karena para developer telah 
menyepakati bahwa menciptakan lingkungan yang Islami dengan membangun 
sarana dan prasarana seperti masjid, TPA, rumah tahfidz dan kami juga hanya 
menerima yang muslim saja. Kekurangan dari properti Syariah yaitu indent atau 
masa nunggu karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh developer sehingga 
proses pembangunan yang akan dilakukan bergantung pada angsuran atau dana 
yang diberikan pembeli.”61 
 
Penuturan yang sama juga disampaikan oleh CV. Idme properti Syariah 
yakni oleh saudara Ical yang mengatakan: 
“Salah satu yang menjadi kelebihan dari properti Syariah yaitu mendapatkan 
ketenangan karena tidak ada denda maupun sita yang dapat membuat seseorang 
merasa khawatir karena segala macam kesulitan user (pembeli) terkait masalah 
pembayaran dapat dimusyawarahkan dan tidak akan memberikan denda atau 
menyita rumah tersebut. Kekurangan dari properti Syariah itu karena terbatasnya 
dana atau modal yang dimiliki developer sehingga rumah yang ditawarkan masih 
indent (masa nunggu) yang proses pembangunannya sebagian besar 
mengandalkan dari pembayaran user dan ditambahkan sedikit dari dana 
perusahaan kami.”62 
 
Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh pihak 
pembeli (user) yakni saudara Sabil yang mengatakan: 
“Kelebihan dari developer properti Syariah yang saya rasakan bahwa tidak ada 
denda apabila ada keterlambatan dalam membayar karena pihak developer 
memberikan kemudahan dan tidak ada sita karena terlambat membayar karena 
adanya musyawarah yang selalu dilakukan serta memberikan solusi yang tidak 
merugikan saya selaku user.”63 
 
 
61Syarif, Ar-Rayyan agency properti Syariah, wawancara 09 September 2019. 
62Ical, , Developer CV. Idme properti Syariah, wawancara 09 September 2019. 





Properti syariah tidak menetapkan denda pada transaksi jual belinya karena 
hal tersebut dianggap dapat memberikan beban kepada pihak user (pembeli) dan 
properti syariah sangat memberikan kepercayaannya kepada user (pembeli). 
Penuturan yang lainnya juga disampaikan oleh user di developer properti Syariah 
yakni oleh saudara Aswin yang mengatakan: 
“Kelebihan yang sangat saya rasakan di developer properti Syariah adalah tidak 
ada barang jaminan yang harus dilakukan oleh user karena saya juga tidak mau 
hal itu. Selain itu, kelebihan di developer properti Syariah yaitu tidak ada denda 
dan sita jika pembayaran tidak tepat waktu.”64  
 
Kelebihan lain yang  ada pada properti syariah juga dapat dilihat dari 
jaminan atau angunan yang tidak ada dalam transaksi jual beli di developer properti 
syariah ini. Hal tersebut dilakukan karena pihak properti syariah menganggap 
bahwa barang jaminan tidak dibutuhkan. Menurut pandangan peneliti hal tersebut 
sangatlah wajar mengingat bahwa barang yang diperjualbelikan atau rumah yang 
dijual bersifat indent yang proses pembangunannya pun bergantung pada besarnya 
modal atau cicilan yang diberikan oleh user (pembeli), maka hal yang wajar bagi 
properti syariah yang tidak menetapkan adanya barang jaminan maupun denda.  
Kredit pemilikan rumah (KPR) yang ada pada developer properti Syariah 
tidak memberikan adanya asuransi di dalam transaksinya karena para developer 
menganggap bahwa asuransi itu terdapat unsur gharar karena ketidakjelasan kapan 
waktu nasabah akan menerima timbal balik berupa klaim. Tidak setiap orang yang 
menjadi nasabah bisa mendapatkan klaim, ketika ia mendapatkan accident atau 
 
64Aswin, User (pembeli) di Saudagar agency properti Syariah Makassar, Wawancara 04 




resiko baru ia akan meminta klaim padahal accident disini bersifat tak tentu, tidak 
ada yang bisa mengetahui kapan terjadinya karena segala sesuatunya telah 
ditentukan oleh Allah swt dan asuransi juga dianggap seperti berjudi dengan nasib 
karena telah mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum pasti terjadi. Pendapat 
yang sama juga disampaikan oleh Sayyid Sabiq yang diungkapkan dalam kitab fikih  
As-sunnah, Abdulah al-Qalqili, Muhammad yusuf al-Qardhawi dan Muhammad 
Bakhit al-Muth’I, dengan alasannya adalah: 
1) Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi 
2) Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti  
3) Mengandung unsur riba/rente 
4) Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa 
melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi 
yang telah dibayarkan.65 
Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti di oleh CV. Idme properti 
Syariah yang sependapat yang sama seperti yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq 
yang diungkapkan dalam kitab fikih tersebut, yaitu saudara Ical yang mengatakan: 
“Alasan di properti kami tidak menerapkan asuransi karena berdasarkan jumhur 
ulama bahwa asuransi masuk dalam kategori riba, gharar dan judi.”66 
Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Saudagar agency properti 
Syariah yakni oleh saudara Zulkifli yang mengatakan: 
“Alasan kami tidak menggunakan asuransi yaitu karena asuransi itu seperti kita 
berjudi dengan nasib kita sendiri, dan kebanyakan karena terlalu 
 
65Viddy Cariestya Genoveva, dkk, “Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad 
Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka”, Jurnal Ekonomi Syariah dan 
Bisnis Vol. 1 No. 2 (2018), h. 129.    





mengkhawatirkan oleh banyak perandaian yang pada akhirnya kita berfikir 
negatif terhadap Allah swt.”67 
Mengenai hal tersebut sama halnya dengan suatu keputusan yang dihadapi 
oleh Khalifah Umar bin Khattab yang sedang melakukan perjalanannya ke wilayah 
Syam bersama rombongan para sahabat, kemudian ditengah perjalanannya khalifah 
Umar menerima informasi bahwa wilayah yang hendak ia kunjungi tengah 
terjangkit wabah penyakit. Setelah mendengar kabar tersebut khalifah Umar 
langsung menggelar musyawarah dan dilakukan sampai beberapa kali dan pada 
akhirnya Khalifah Umar memutuskan untuk membatalkan perjalanannya tersebut 
setelah melakukan beberapa kali musyawarah Bersama kaum muhajirin, kaum 
anshar, hingga para sesepuh Quraisy. Keputusan Umar pun sempat ditentang oleh 
Abu Ubaidah bin Jarrah seorang panglima kaum Muslim saat itu dan mengatakan 
apakah khalifah Umar melarikan diri dari ketentuan Allah? Dan khalifah Umar pun 
menjawab bahwa ia dan rombongannya tersebut melarikan diri dari ketentuan Allah 
namun untuk menuju ketentuan-Nya yang lain.68  
Hal serupa dilakukan oleh beberapa properti Syariah yang memutuskan 
untuk tidak menerapkan adanya asuransi didalam transaksi jual belinya karena 
mereka memiliki beberapa alasan yang mereka yakini bahwa keputusan atau jalan 
yang mereka ambil juga semata-mata untuk ketentuan Allah yang lainnya. 
Beberapa alasan mereka itulah yang diyakini bahwa keputusan tersebut tetap 
diterapkan selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak 
merugikan pihak lain karena segala ketentuan-ketentuan jual beli yang mereka 
 
67Zulkifli, Saudagar Agency properti syariah Makassar, Wawancara 03 September 2019. 
68Kemas Abdul Hai, “Kontekstualisasi Etika Politik Islam Umar Ibn Khattab dalam 
Kehidupan Kotemporer”, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 16 No. 1 (2016), h. 63. 
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jalani dituangkan lewat perjanjian akad secara lisan maupun tertulis dan di 
persaksikan dengan adanya saksi dari masing-masing pihak yang berakad.  
2. Prosedur pelaksanaan KPR IB Muamalat 
a. Persyaratan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan yang dilengkapi 
dengan beberapa dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. 
Berikut ini beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh PT Bank Muamalat Tbk 
kepada calon pemohon pembiayaan Kredit pemilikan rumah (KPR): 
1) Nasabah perorangan 
2) Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan 
3) Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun atau 
belum pension dan 60 tahun untuk wiraswasta. 
4) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah 
5) Status karyawan : Karyawan tetap (minimal telah bekerja 1 tahun), 
karyawan kontrak (minimal telah bekerja 2 tahun) dan wiraswasta / 
professional. 
6) Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa 
7) Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan Muamalat 
8) Melengkapi persyaratan administratif pengajuan: 
a) Formulir permohonan pembiayaan untuk individu 
b) Fotocopy KTP, KK, Surat nikah (bila sudah menikah) 
c) Fotocopy NPWP  





e) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan / statement giro 3 bulan terakhir 
f) Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta) 
g) Fotocopy sertifikat, IMB dan PBB.69 
Setelah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan 
persyaratan KPR yang telah dilengkapi, kemudian PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk. Cabang Makasar melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan KPR. 
Setelah berkas dinilai telah lengkap maka team investigasi bank muamalat 
meninjau langsung ke lapangan dan memverifikasi berkas yang diberikan calon 
nasabah telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak. Hal tersebut 
dilakukan agar berkas maupun data yang diberikan oleh calon nasabah telah benar 
keasliannya.  
Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan nasabah KPR IB 
Muamalat yakni oleh Saudara Mutakhir Haris yang mengatakan: 
“Proses persyaratan permohonan di bank muamalat mudah dan sama sekali tidak 
menyulitkan bahkan PIC (person in charge) muamalat yang ikut serta membantu 
saya dalam mengurus dokumen berkas seperti pengurusan izin membangun PIC 
dari bank muamlat lah yang mengurusnya.”70 
Penuturan yang sama juga disampaikan oleh nasabah KPR IB Muamalat 
yakni saudari Rika yang mengatakan: 
“Bagi saya persyaratan yang ditetapkan oleh bank muamalat memang banyak 
tetapi saya tidak kesulitan dalam memenuhinya karena syarat-syarat tersebut 
memang bisa saya penuhi.”71 
 
69PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.   
70Mutakhir Haris, Nasabah Bank Muamalat, wawancara 29 September 2019.  
71Rika, Nasabah Bank Muamalat, wawancara 03 Oktober 2019.  
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Penuturan yang sama juga disampaikan oleh nasabah KPR IB Muamalat 
yakni saudara Yohanis yang mengatakan: 
“Persyaratan administrasi yang ditetapkan sangat simple dan tidak ribet untuk 
memenuhi persyaratannya.”72 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa persyaratan permohonan yang 
ditetapkan oleh Bank Muamalat memang terlihat lebih banyak dibandingkan 
dengan persyaratan permohonan yang ditetapkan oleh developer properti Syariah, 
walaupun demikian nasabah Bank Muamalat masih menilai positif hal tersebut dan 
menganggap hal tersebut tidak menyulitkan bagi nasabah. 
b. Analisa pembiayaan  
Analisis yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Makassar adalah dengan analisis 5 C yaitu: 
1) Character (karakter) 
Menggambarkan kepribadian calon nasabah. Character merupakan faktor 
yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah. Untuk dapat mengetahui 
character calon nasabah, bank melakukan beberapa cara sebagai berikut: 
a) Informasi dari pihak lain 
Dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal 
nasabah. Bank muamalat melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan cara 
mencari informasi mengenai pribadi calon nasabah melalui orang terdekatnya 
seperti keluarga, tetangga, teman dekat maupun rekan kerja. Hal tersebut dilakukan 
 





untuk mengenali karakter calon nasabah dengan baik, sehingga segala jenis risiko 
kerugian dapat diminimalisir dari hal-hal kecil. 
b) BI Checking 
Melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah 
melalui computer yang terhubung dengan data Bank Indonesia. Selain menilai 
calon nasabah melalui pencarian informasi dari pihak lain, bank muamalat juga 
melakukan BI Checking untuk mengetahui jumlah kredit yang dimiliki oleh calon 
nasabah pada bank lain.73 Hal tersebut tentunya dilakukan untuk meminimalisir 
terjadinya risiko kerugian. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti terkait BI 
Checking oleh saudara Muchlis yang mengatakan: 
“Hal utama yang akan kami nilai dan analisis dari karakter calon nasabah yaitu 
dengan pemeriksaan BI Checking dan DHN (daftar hitam nasabah), hal tersebut 
merupakan suatu hal yang penting untuk memastikan bahwa calon nasabah 
tersebut tidak memiliki banyak kredit (hutang) dan bukan termasuk dalam daftar 
kredit nasabah yang bermasalah.”74 
 
2) Capacity (kemampuan) 
Untuk mengetahui krmampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi 
kewajibannya sesuai jangka waktu pembayaran. Kemampuan keuangan nasabah 
sangat penting karena sumber pokok pembayaran. Beberapa cara untuk mengetahui 
keuangan calon nasabah antara lain:75 
 
 
73Muhammad Habibi Astono dan Dina Fitrisia Septiarini, “Analisis Pembiayaan Akad 
Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 
No. 2 (2017), h. 165-166.    
74Muchlis, Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar, wawancara 
27 September 2019.  
75Muhammad Habibi Astono dan Dina Fitrisia Septiarini, “Analisis Pembiayaan Akad 
Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 
No. 2 (2017), h. 165-166.     
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c) Survei ke lokasi usaha calon nasabah 
Bank muamalat melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah (bagi 
wiraswasta) untuk dapat menilai seberapa besar potensi usaha yang dimiliki oleh 
calon nasabah untuk mengukur kemampuan keuangan calon nasabah dalam 
melunasi hutangnya dikemudian hari. 
d) Melihat slip gaji dan rekening tabungan 
Bank muamalat juga menilai berdasarkan slip gaji (bagi karyawan) calon 
nasabah, hal tersebut dilakukan untuk dapat mengukur seberapa besar kemampuan 
keuangan yang dimiliki calon nasabah berdasarkan penghasilan yang diperoleh 
dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bank muamalat juga menilai berdasarkan 
buktu rekening tabungan yang dimiliki oleh calon nasabah, hal tersebut dilakukan 
agar dapat meyakinkan bahwa asset keuangan nasabah terjamin dan layak untuk 
diberikan pembiayaan. 
3) Capital (modal sendiri) 
Capital yaitu jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin 
besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek 
pembiayaan maka semakin besar kepercayaan yang akan didapat dari bank yang 
diperuntukkan untuk calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan 
pembayaran kembali.76 Jumlah modal yang diberikan oleh calon nasabah dapat 
mempengaruhi keputusan bank dalam memberikan pembiayaan karena telah 
 
76Muhammad Habibi Astono dan Dina Fitrisia Septiarini, “Analisis Pembiayaan Akad 
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diberikan kepada calon nasabah yang layak menerima pembiayaan dan dapat 
dipercaya kemampuan keuangannya. 
4) Collateral (jaminan) 
Angunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang 
diajukan. Angunan merupakan sumber pembiayaan kedua. Jika nasabah tidak dapat 
membayar angsurannya sebagaimana mestinya, maka bank syariah dapat 
melakukan penjualan terhadap angunan dan hasil penjualan angunan digunakan 
untuk sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.77 Dalam 
mengalisis barang jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah bank muamalat 
melakukan beberapa cara diantaranya dengan melakukan appraisal (taksasi) yaitu 
dengan melakukan penaksiran pada barang jaminan yang kemudian disesuaikan 
antara nilai barang jaminan dengan jumlah permohonan biaya yang diajukan oleh 
calon nasabah. Setelah melakukan penilaian tersebut team bank muamalat 
melakukan investigasi ke lapangan untuk melihat dan meninjau secara langsung 
barang jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum dinyatakan layak atau 
tidaknya barang tersebut untuk dijadikan jaminan. 
Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu karyawan PT. 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang makassar yakni saudara Muchlis selaku 
divisi pembiayaan KPR: 
“Mengenai penilaian objek jaminan yang dilakukan oleh bank muamalat yaitu 
dengan melakukan taksasi atau penilaian terhadap barang jaminan, tujuannya 
untuk dapat menyesuaikan antara nilai barang jaminan dengan jumlah 
permohonan pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah. Hal tersebut dilakukan 
 
77Muhammad Habibi Astono dan Dina Fitrisia Septiarini, “Analisis Pembiayaan Akad 
Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 
No. 2 (2017), h. 165-166.     
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karena menurut kami tidak semua objek mempunyai nilai untuk dijadikan 
jaminan dan dalam melakukan penilaian tersebut kami sangat selektif.”78 
 
5) Condition of Economic (kondisi ekonomi) 
Merupakan analisis terhadap kondisi yang dapat mempengaruhi 
perekonomian, Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasbah dikaitkan 
dengan kondisi ekonomi, bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi 
terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui 
pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. Analisis ini juga 
bertujuan untuk menilai situasi kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang 
dapat mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat akan 
mempengaruhi kelancaran perusahaan atau tempat calon nasabah bekerja.79 
 Bank muamalat melakukan analisis terhadap calon nasabah sesuai dengan 
standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia mengenai analisis pembiayaan yang 
umumnya dilakukan oleh setiap perbankan, hal tersebut dilakukan agar dapat 
meminimalisir risiko kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank. Analisis 
tersebut tentunya telah diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Makassar sesuai dengan prinsip dasar pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Bank 
Indonesia. 
c. Persetujuan pembiayaan 
Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau 
tidaknya permohonan pembiayaan yang telah diajukan. Pada proses persetujuan 
 
78Muchlis, Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar, wawancara 
27 September 2019.  
79Muhammad Habibi Astono dan Dina Fitrisia Septiarini, “Analisis Pembiayaan Akad 
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pembiayaan KPR di bank muamalat dilakukan oleh dewan atau komite bank 
muamalat biasanya keputusan yang diambil dilakukan lebih dari tiga orang dalam 
pengambilan keputusannya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan jumlah 
pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, semakin tinggi jumlah permohonan 
pembiayaan maka semakin banyak dewan atau komite yang memberi keputusan. 
d. Proses akad (pengikatan) 
Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah 
sehingga pihak bank (penjual) harus memberi tahu harga pokok dan keuntungan 
atas barang yang dijual untuk disepakati oleh kedua belah pihak.80 Dalam 
pengaplikasian di Bank Muamalat cabang Makassar pihak bank sebagai penjual 
yang akan menyediakan objek barang dan nasabah sebagai pembeli, bank muamalat 
menyediakan barang yang dibutuhkan oleh calon nasabah dengan membeli barang 
tersebut dari supplier kemudian menjual kembali kepada calon nasabah dengan 
harga yang lebih tinggi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Pembayaran 
atas transaksi murabahah di bank muamalat dapat dilakukan dengan sekaligus pada 
saat jatuh tempo atau dapat melakukan pembayaran dengan angsuran selama jangka 
waktu yang telah disepakati. Sebelum melangsungkan akad ada beberapa hal yang 
perlu dipastikan oleh PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Makassar yakni: 
1) Calon nasabah harus membayar uang muka kepada bank dan bank 
muamalat menyampaikan semua hal yang berkaitan langsung dengan 
 
80Dewi Wulan Sari dan Muhammad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, 
Istishna, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas”, Jurnal Accounting and 
Management Vol. 1 No. 1 (2017), h. 3.   
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pembelian dan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dilakukan 
dengan cara angsuran, hal ini sesuai dengan akad murabahah 
2) Bank muamalat adalah pihak penjual, pihak penerima pembiayaan dalam 
hal ini calon nasabah sebagai pembeli, adanya harga dan barang yang akan 
diperjualbelikan dan adanya serah terima maka hal ini telah memenuhi 
rukun akad murabahah. 
3) Syarat pihak yang berakad, yakni tidak dalam keadaan terpaksa, dan telah 
memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang 
yang haram dari jenis maupun jumlahnya jelas. Hal tersebut dilakukan 
bank muamalat karena bank muamalat adalah bank Syariah yang tetap 
mempertahankan nilai-nilai Syariah. Bank muamalat juga meninjau 
kembali terkait pembiayaan yang diberikan harus jelas peruntukkannya, 
misalnya jenis barang yang akan dibiayai bukan untuk pembangunan 
seperti hotel, kost-kostan dsb. Harga barang dinyatakan secara transparan 
(harga beli dan keuntungannya) dan cara pembayarannya. Disebutkan 
dengan jelas, pernyataan ijab Kabul dinyatakan secara jelas spesifiknya 
oleh pihak-pihal yang berakad. Hal tersebut tentunya dijalankan sesuai 
dengan syarat pembiayaan murabahah. 
Berikut ini merupakan skema pembiayaan akad murabahah pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar yang diterapkan berdasarkan 






Gambar 4.2 Skema KPR IB Muamalat 
1) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar menetapkan 
persyaratan dalam pembiayaan KPR IB Muamalat dan pihak bank dengan 
pihak nasabah melakukan negoisasi terkait ketentuan-ketentuan mengenai 
transaksi jual beli properti yang meliputi ketentuan jenis barang atau rumah, 
pihak bank muamalat menjelaskan secara rinci kepada calon nasabah 
mengenai harga beli rumah dan harga jual yang ditawarkan kepada calon 
nasabah serta keuntungan atau margin yang diperoleh pihak bank atas 
transaksi jual beli properti, kemudian bank muamalat juga menjelaskan 
segala bentuk perjanjian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. 
2) Setelah melakukan negoisasi, kemudian antara pihak bank muamalat 
(penjual) dan pihak nasabah (pembeli) melangsungkan akad (pengikatan) 
perjanjian yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.  
3) Selanjutnya, pihak bank membeli rumah kepada pihak developer 
(pengembang) yang sesuai dengan keinginan nasabah.  
4) Pihak developer (pengembang) menyerahkan rumah tersebut kepada 
nasabah. 
5) Setelah developer menyerahkan rumah tersebut kemudian nasabah 
menerima rumah tersebut beserta surat-surat kepemilikannya. 
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6) Setelah nasabah menerima rumah beserta surat-suratnya kemudian nasabah 
membayar angsuran rumah kepada bank muamalat dengan cara mencicil 
sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati sebelumnya. 
Mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Cabang Makassar menetapkan kepada nasabah untuk dapat 
membayarnya dengan menyetorkan langsung melalui rekening bank muamalat 
yang dimiliki oleh nasabah dan cara tersebut tentunya dapat memudahkan bagi 
nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya (hutang). Dalam akad murabahah 
yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar 
tentunya telah sesuai dengan landasan hukum mengenai akad murabahah yang 
tertuang dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang adanya 
larangan memakan harta sesama dengan jalan yang bathil kecuali dengan 
melakukan transaksi jual beli atas dasar suka sama suka diantara mereka, artinya 
dalam melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Cabang Makassar dengan pembelinya (nasabah) telah sesuai dengan 
syariah karena segala ketentuannya telah disepakati bersama sehingga tidak ada 
salah satu pihak yang merasa di dzhalimi atau dirugikan.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa produk KPR IB Muamalat di 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  Cabang Makassar telah menjalankannya sesuai 
dengan sistem dan prosedur yang harus diberlakukan oleh perbankan syariah agar 
dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur ketidakjelasan dan riba sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI NO .04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 





murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, utang dalam murabahah, 
maupun penundaan pembayaran dalam murabahah.  
e. Pencairan 
Setelah proses akad telah selesai selanjutnya adalah proses pencairan 
permohonan pembiayaan. Sebelum proses pencairan dilakukan terlebih dahulu 
dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan berkas permohonan yang harus 
dipenuhi sesuai dengan disposisi komite pada proposal pembiayaan. 
f. Monitoring 
Prosedur terakhir adalah proses monitoring terhadap nasabah, dalam 
memasuki tahap ini segala risiko pembiayaan baru saja dimulai pada saat setelah 
pencairan, hal itu dilakukan monitoring tujuannya untuk dapat memastikan bahwa 
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimanfaatkan sesuai dengan 
peruntukkannya agar tidak terjadi cacat akad dalam transaksi.  
g. Kelebihan dan kekurangan pembiayaan KPR IB Muamalat 
Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari kredit pemilikan 
rumah (KPR) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar: 





5.   
Angsuran tetap hinga akhir pembiayaan 
Plafond pembiayaan lebih besar 
Pembiayaan di cover dengan asuransi 
Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun 
Rumah siap huni atau indent 
ada denda  
ada sita 
ada jaminan 
Tabel 4.2 Kelebihan dan Kekurangan KPR IB Muamalat 
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Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan nasabah KPR IB 
Muamalat yakni oleh saudara Mutakhir Haris yang mengatakan: 
“Salah kelebihan dari pembiayaan KPR muamalat adalah margin atau 
keuntungannya tetap dan tidak berubah dari awal hingga pembiayaan lunas dan 
kekurangannya adalah ada denda yang dikenakan jika terlambat membayar 
tetapi denda tersebut bukan diambil sebagai keuntungan bank melainkan untuk 
dana sosial yang selalu disalurkan oleh bank muamalat.”81 
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa adanya denda yang ditetapkan 
oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar adalah suatu bentuk 
peringatan bagi nasabah agar dapat membayar kewajiban atau hutangnya dengan 
tepat waktu dan tidak menunda-nundanya, dan hasil dari denda tersebut 
dialokasikan oleh bank muamalat ke dalam simpanan dana sosial yang khusus 
diperuntukkan untuk melakukan program sosial yang selalu dilakukan oleh bank 
muamalat, pihak bank sama sekali tidak mengambil hasil denda tersebut untuk 
pemasukan ataupun keuntungannya. Salah satu program sosial yang dilakukan oleh 
PT. Bank Muamalat Tbk adalah melalui wartakotalive.com dengan tema melalui 
program sosial, Bank Muamlat berikan bantuan selama 3 bulan bagi kaum dhuafa. 
Program sosial kemanusiaan pangan untuk dhuafa (PAU) dilakukan untuk 
menyalurkan bantuan berupa sembako selama tiga bulan berturut-turut untuk kaum 
dhuafa. Hal tersebut juga telah seusai dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran terdapat dalam ketentuan umum Fatwa DSN MUI. 
 





Selain itu, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar juga 
menetapkan adanya jaminan (angunan) yang digunakan sebagai bukti yang 
diberikan oleh nasabah untuk mendapatkan kepercayaan oleh bank. Jaminan 
(angunan) juga berguna bagi bank apabila dikemudian hari nasabah tidak 
menunaikan kewajibannya atau bahkan lari dari tanggungjawabnya maka pihak 
bank berhak menyita jaminan (angunan) tersebut sesuai dengan perjanjian yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut tentunya juga 
telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang juam beli 
murabahah yaitu pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 
Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan nasabah KPR IB 
Muamalat yakni oleh saudara Yohanis yang mengatakan: 
“Kelebihan dari pembiayaan KPR muamalat adalah pembiayaan telah di cover 
asuransi oleh pihak bank dan kekurangannya adalah uang muka yang 
dibebankan kepada nasabah masih terlalu besar.”82 
 Berbeda dengan developer properti Syariah yang tidak menggunakan 
asuransi didalam transaksinya, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang 
Makassar justru mengungkapkan bahwa dalam pembiayaan apapun dalam 
perbankan Syariah menggunakan adanya asuransi karena hal tersebut dilakukan 
untuk saling tolong-menolong antar sesama jika terjadi suatu hal pada diri seorang 
nasabah maka pihak asuransi akan memberikan tanggungan terhadap pembayaran 
pengembalian pembiayaan. Berbeda dengan developer properti Syariah yang 
menganggap asuransi itu mengandung gharar dan riba. 
 
82Yohanis, Nasabah Bank Muamalat, wawancara 01 Oktober 2019. 
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Adapun beberapa ulama yang memperbolehkan asuransi, pendapat ini 
dikemukakan oleh Abdul wahab khalaf, Mustafa ahmad zarqa, Muhammad yusuf 
musa .Berikut ini adalah beberapa alasan diperbolehkannya asuransi menurut 
pandangan ulama yaitu: 
1) Tidak ada nash Al-qur’an maupun nash hadits yang melarang asuransi, 
2) Kedua pihak yang berjanji (asurador dan yang mempertanggungkan) dengan 
penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul 
tanggungjawab masing-masing, 
3) Asuransi tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak dan bahkan 
asuransi menguntungkan kedua belah pihak, 
4) Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang 
terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) 
untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan, 
5) Asuransi merupakan akad mudharabah, maksudnya asuransi merupakan 
akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak 
perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (profit and 
loss sharing), 
6) Asuransi termasuk syirka ta’awuniyah (perserikatan yang bertujuan untuk 
saling tolong-menolong), 
7) Dianalogikan atau dikiaskan dengan system pension seperti taspen, 






9) Asuransi menjaga banyaknya manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan 
dan kepribadian.83 
Dengan alasan-alasan diatas, asuransi dianggap membawa manfaat bagi 
pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang 
dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama. Hal itulah 
yang menjadi alasan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar 
yang menganggap bahwa tujuan dari penerapan asuransi dalam menjalankan 
kegiatan transaksi pembiayaan membutuhkan adanya jaminan perlindungan dengan 
tujuan tolong-menolong dalam kebaikan agar tidak ada salah satu pihak yang 
dirugikan. 
Prosedur pelaksanaan pembiayaan KPR IB Muamalat yang diterapkan oleh 
bank muamalat tetap mendapatkan kepercayaan penuh dari nasabah karena 
pelaksanaan dan semua ketentuan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan 
oprasional bank syariah sehingga tidak ada nasabah yang merasa dirugikan ataupun 
beralih pada pembiayaan lain. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti oleh 
karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar yakni saudara 
Muchlis yang mengatakan: 
“Sampai saat ini tingkat kepercayaan nasabah pada bank muamalat tetap sama 
dan sejauh ini tidak ada dampak atau efek yang terjadi pada bank muamalat 
terkait model pembiayaan KPR lain yang saat ini banyak di promosikan lewat 
social media yaitu KPR tanpa bank, hal itu sama sekali tidak berdampak apapun 
dalam tingkat kepercayaan nasabah karena orang-orang yang tidak mampu 
memenuhi persyaratan pembiayaan di bank itu mencari alternatif lain yang 
 
83Viddy Cariestya Genoveva, dkk, “Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad 
Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka”, Jurnal Ekonomi Syariah dan 





dianggap lebih memudahkan bagi mereka contohnya, bagi mereka yang tidak 
punya penghasilan tetap atau pegawai honorer yang belum dapat memenuhi 
kriteria kami selaku pemberi pembiayaan. Tentunya hal itu tidak menimbulkan 
efek apa-apa bagi bank muamalat.”84  
Terkait hal tersebut juga dituturkan oleh beberapa user (pembeli) di properti 
syariah mengenai alasan mereka dalam memilih transaksi jual beli di properti 
syariah. Berikut adalah penuturan saudara Aswin yang mengatakan: 
“Alasan saya membeli rumah di properti syariah adalah persyaratannya mudah 
karena jika di bank menetapkan persyaratan adanya jaminan asset atau surat 
berharga dan saya tidak mau hal itu”85 
Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Arifin yang mengatakan: 
“Persyaratan permohonan KPR yang diterapkan oleh developer properti syariah 
memberikan kemudahan karena hanya cukup dengan KTP dan KK saja”86 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Cabang Makassar tetap mendapat kepercayaan penuh dari 
nasabahnya dan menjadikan pembiayaan properti KPR IB Muamalat sebagai 






84Muchlis, Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar, wawancara 
27 September 2019.  
85Aswin, User (pembeli) di Saudagar agency properti syariah, Wawancara pada 04 
September 2019.  








Prosedur pelaksanaan pembiayaan properti yang ada pada developer 
properti Syariah adalah adanya kemudahan persyaratan didalam melakukan 
pengajuan permohonan pembiayaan. Mekanisme akad yang diterapkan oleh 
developer properti Syariah adalah akad istishna dimana dalam transaksi jual beli ini 
pihak user (pembeli) memesan properti atau rumah yang disediakan oleh developer 
properti Syariah dan pihak developer sebagai pembuat barang (rumah) yang 
menjual properti tersebut kepada calon user (pembeli) dengan menyepakati 
beberapa hal seperti, calon user harus melakukan booking fee atas rumah yang 
diinginkan kemudian  developer  mengundang user untuk melakukan proses 
wawancara terkait beberapa hal yang menjadi tolak ukur developer dan menilai dan 
memberikan keputusan untuk menyetujui permohonan pembiayaan properti yang 
diinginkan oleh calon user, setelah developer memberikan keputusan untuk 
menerima atau tidaknya kemudian proses tersebut dilanjutkan (jika diterima) untuk 
melakukan negoisasi dan menjelaskan segala ketentuan-ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan akad. 
 Setelah proses akad dilakukan kemudian pihak developer memberikan 
waktu bagi user untuk dapat membayar DP (down payment), pembayaran DP ini 
dapat dilakukan dengan cara diangsur selama beberapa bulan tergantung dari 
kebijakan developer, setelah user melunasi angsuran DP kemudian user melakukan 
angsuran atau cicilan dengan jumlah yang telah disepakati saat akad dan dalam 
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developer properti Syariah proses serah terima barang dilakukan maksimal 24 bulan 
karena jenis properti ini adalah indent. Developer properti Syariah merupakan 
bidang yang baru dalam pembiayaan properti karena dalam pelaksanaannya hanya 
melibatkan dua pihak yang berakad yakni developer dan user (pembeli). Developer 
properti Syariah juga memberikan beberapa fitur penawaran yaitu tanpa ada denda, 
tanpa sita, tanpa angunan (barang jaminan),  tanpa BI Checking dan tanpa akad yang 
bathil. Developer properti Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif bagi 
masyarakat yang ingin memiliki sebuah rumah dengan persyaratan yang mudah 
untuk dipenuhi.  
Prosedur pelaksanaan pembiayaan properti yang ada pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar adalah melalui beberapa proses yang 
lebih ketat dibandingkan dengan proses pembiayaan KPR di developer properti 
Syariah karena bank muamalat berperan sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah 
sebagai penerima pembiayaan, dalam hal ini bank membiayai permohonan 
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah untuk pembelian rumah maupun 
pembangunan rumah. Hal tersebut dilakukan karena tingkat risiko kerugian bank 
lebih besar dibandingkan dengan developer karena pihak bank mendanai langsung 
sekaligus terkait pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lain halnya 
dengan developer yang mengelola secara langsung dana yang diberikan oleh user 
untuk proses pembangunan rumah.  
Mekanisme akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR IB Muamalat 
adalah akad murabahah dimana bank bertindak sebagai penjual yang akan 





tersebut kepada supplier kemudian menjual kembali kepada calon nasabah dengan 
mengambil keuntungan atas barang yang dijual. Pembayaran atas transaksi 
murabahah adalah dapat dilakukan dengan sekaligus pada saat jatuh tempo atau 
dapat melakukan pembayaran dengan angsuran sesuai jangka waktu yang telah 
disepakati bersama. Pembiayaan KPR yang ditawarkan oleh bank muamalat dengan 
angsuran tetap hingga akhir pembiayaan, plafond pembiayaan lebih besar, jangka 
waktu pembiayaan hingga 15 tahun, pembiayaan rumah yang siap huni atau indent 
dan pembiayaan yang di cover dengan asuransi.  
Semakin beragamnya model pembiayaan properti tentunya dapat 
memberikan pilihan bagi masyarakat yang hendak mengambil pembiayaan 
kepemilikan rumah, baik itu melalui developer properti syariah ataupun KPR IB 
Muamalat keduanya dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan masyarakat karena bagi peneliti kedua model pembiayaan properti 
ini memiliki porsi masing-masing dalam memenuhi kebutuhan properti atau rumah 
bagi masyarakat. Selain itu, kedua pembiayaan properti ini sama-sama memiliki 
kelebihan dan kekurangannya, persoalan suka atau tidaknya semua tergantung dari 
pilihan masyarakat itu sendiri dan tentunya kedua pembiayaan properti syariah ini 
telah menjalankan oprasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang telah 
memenuhi akad-akad nya, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 1 
yang mengatakan bahwa adanya anjuran bagi setiap orang-orang yang beriman 
untuk selalu memenuhi akad-akad nya termasuk dalam bermu’amalah atau 
menjalankan transaksi jual beli dan wajib hukumnya untuk memenuhi janji-janji 
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tersebut berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati selama hal tersebut tidak 
bersebrangan dengan perintah syariat.  
B.  Saran  
Dengan memperhatikan penjabaran pada bab-bab yang telah dijelaskan 
sebelumnya, maka penulis menyertakan saran yang kemudian hari bias diterapkan 
sebagai acuan diantaranya: 
1. Bagi Developer properti syariah dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Tetap harus mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah 
dengan selalu menanamkan nilai-nilai Syariah dalam transaksinya dan 
terus menjaga hubungan baik kepada user (pembeli) dan kepada nasabah 
bank.  
2. Bagi Masyarakat 
Masyarakat harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih transaksi 
jual beli dengan pembiayaan, apakah perusahaan tersebut telah 
menjalankan oprasionalnya berdasarkan prinsip Syariah dan pelajari 













Agusti, Netta. ““Sharing Of Risk pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman
 Konsep dan Mekanisme Kerja”, Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 3 No. 2
 2017. 
Ardi, Muhammad. “Asas-asas perjanjian (akad) Hukum Kontrak Syariah dalam
 Penerapan Salam dan Istishna”. Jurnal Hukum Diktum Vol. 14, No. 2,
 2016. 
Astono, Muhammad Habibi dan Septiarini, Dina Fitrisia. “Analisis Pembiayaan
 Akad Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah” Jurnal Ekonomi
 Syariah dan Teori Terapan Vol. 4 No. 2, 2017. 
Awaluddin, Murtiadi. “Pengaruh Kepribadian Enterpreneurship Islam dan Akses
 Informasi Terhadap Strategi Bisnis dan Kinerja Bisnis Usaha Kecil di
 Kota Makassar” Jurnal Iqtisaduna Vol. 3 2017. 
Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Wasith. Jakarta: Gema Insani, 2012.  
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik,
 Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017. 
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi. Jakarta: Prenada
 Media Group, 2013.  
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta:CV Pustaka Jaya
 Ilmu, 2012. 
Emzir. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta,
 2012. 
Fadli, “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional
 DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang
 Padangsidimpuan)”. Jurnal Ilmiah Syari’ah Vol. 16 No. 2, 2017. 
Firmansyah, Egi Arvian,dan Indika, Deru R. “Kredit Pemilikan Rumah Syariah
 Tanpa Bank: Studi di Jawa Barat”. Jurnal Manajemen Teori dan
 Terapan Vol. 10, No. 3, 2017. 
Genoveva, Viddy Cariestya.dkk. “Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad
 Pembiayaan Murabahah Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka”,
 Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 1 No. 2 , 2018 
Hai, Kemas Abdul. “Kontekstualisasi Etika Polititk Islam Umar Ibn Khattab dalam
  Kehidupan Kotemporer”, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 16 No. 1, 2016. 
82 
 
Haris, Helmi. “Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan)”.
 Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1, No. 1, 2007. 
Hidayah, Muhammad Rizki, dkk. “Analisis Implementasi Akad Istishna
 Pembiayaan Rumah”, Jurnal Ekonomi Islam Vol.9, No. 1, 2018. 
Ilyas, Rahmat. “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Penelitian
 Vol. 9 No. 1, 2018. 
Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 2011. 
Kuncoro, Mudrajad. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga,
 2009.  
Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. 
Putra, Nusa, dkk. Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Raja
 Grafindo Persada, 2012.  
Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”, Jurnal Equilibrium Vol. 5, No. 9,
 2009. 
Rohmi, Putri Kamilatur. “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada
 Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat”, Jurnal Iqtishoduna
 Vol. 5 No. 1 (2015), h. 30. 
Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 
Sapi’i dan Setiawan, Agus. “Pemilihan Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan
 Rumah) dengan Akad Murabahah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.
 2 No. 1, 2016. 
Sari, Dewi Wulan dan Anshori Muhammad Yusak. “Pengaruh Pembiayaan
 Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap
 Profitabilitas”, Jurnal Accounting and Management Vol. 1, No. 1, 2017. 
Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014. 
Sudaryono. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.  
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta,
 2012.  
Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2012. 





Susiawati, Wati. “Jual Beli dalam Konteks Kekinian”, Jurnal Ekonomi Islam Vol.
 8, No. 2, 2017.  
Syauqoti, Roifatus dan Ghozali, Muhammad. ”Aplikasi Akad Murabahah Pada
 Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.
 3 No. 1, 2018.  
Sylvana dan Awaluddin, Murtiadi. “Model Penciptaan Daya Saing Bisnis Melalui 
Transformasi Kewirausahaan Berbasis Teknologi Informasi 
(Tecnopreneur)”. 
Taufik dan Muhlisin, Sofian. “Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau
 Dari Perspektif Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282”, Jurnal Syarikah
 Vol. 1 No. 1, 2015. 
Wardhani, Noriesta Juni. “Analisis Manajeman Kredit Kepemilikan Rumah untuk
 Meminimalisir Kredit Macet Pada Produk KPR BTN IB”, Jurnal Ekonomi
 Syariah dan Bisnis Vol. 1 No. 2, 2018. 
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  
UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atau UU Nomor 7 Tahun 1992.
 Tentang Perbankan.   
Tringulasi dan keabsahan data dalam penelitian, 
http://goyangkarawang.com/2010/02/tringulasi  dan keabsahan data dalam 



















































































A. Dokumentasi Hasil Penelitian 
      












Wawancara penelitian Ahfa residence 
 




Skema pelaksanaan di Ahfa residence 
 
 















Wawancara Saudagar agency properti syariah Makassar 
 
 







Annisa Afisa lahir di Bekasi, Kelurahan Kaliabang 
Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi 
Jawa Barat pada tanggal 25 Mei 1997. Merupakan anak ke 2 
dari 4 bersaudara dari pasangan Ayah yang bernama FAHMI 
RASYID MOHIDDIN dan Ibu SUSILOWATY. Penulis 
mengawali jenjang pendidikan formal pada Sekolah Dasar di 
SD Negeri Setia Asih 06 Kecamatan Tarumajaya Kota Bekasi, pada tahun 2003 
sampai 2009. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama di SMP Negeri 37 Kota Bekasi pada tahun 2009 sampai 2012, 
kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 
14 Kota Bekasi pada tahun 2012 sampai 2015. Pada tahun 2015 penulis 
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar (UINAM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Jurusan Ekonomi 
Islam dan selesai pada tahun 2019. Penulis sangat bersyukur telah diberi 
kesempatan untuk dapat menimbah ilmu pada perguruan tinggi ini sebagai bekal 
penulis dalam menaungi kehidupan di masa yang akan datang. 
Penulis menyusun skripsi yang berjudul “Alternatif Pembiayaan Properti 
antara Developer Properti Syariah dengan KPR IB Muamalat (Studi 
Komparatif KPR PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar 
dengan Beberapa Properti Syariah” untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi 
Islam (S.E). 
 
 
